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ABSTRAK 

 

PERAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM 

MENYELESAIKAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TAPAL 

BATAS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DI 

KABUPATEN LABUHANBATU 

 

                                  URFA SUCI IRAWAN RITONGA 

                                                     NPM : 208400226 

BIDANG : KEPERDATAAN 

 

Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Tumpang Tindih Tapal Batas Melalui Alternative Dispute Resolution di 

Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dilatarbelakangi karena Konflik tanah 

yang sekarang ini masih sering terjadi. Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan sertifikat tumpang tindih tapal batas melalui 

mekanisme Alternative Dispute Resolution di kantor pertanahan kabupaten 

labuhanbatu, bagaimana upaya bpn dalam penyelesaian sengketa tumpang 

tindih tapal batas di kantor pertanahan kabupaten labuhanbatu. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif didukung 

dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder serta 

pengumpulan datanya melalui studi Pustaka dan studi lapangan dan analisis 

datanya dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa, Peran Badan Pertanahan Nasional dalam 

penyelesaian sengketa tumpang tindih tapal batas melalui mekanisme 

Alternative Dispute Resolution di kantor pertanahan kabupaten labuhanbatu 

ialah melalui mekanisme mediasi, Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam 

penyelesaian sengketa tumpang tindih tapal batas tanah di kantor pertanahan 

kabupaten labuhanbatu ialah melalui Upaya hukum Non-litigasi, maka dari 

itu pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu harus selalu 

sosialisasi perihal pertanahan kepada seluruh Lembaga yang berada di 

wilayah labuhanbatu agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mengetahui tentang asal usul tanah yang dimiliki. 

 

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Sengketa, ADR 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 19/12/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)19/12/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Urfa Suci Irawan Ritonga - Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional....



 
 

vi 
 

 

ABSTRACT 

 

THE ROLE OF THE NATIONAL LAND AGENCY OFFICE IN 

RESOLVING BORDER OVERLAP DISPUTES THROUGH 

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN LABUHANBATU 

REGENCY 

 

                                  URFA SUCI IRAWAN RITONGA 

  NPM: 208400226 

FIELD: CIVIL LAW 

 

The role of the National Land Agency Office in resolving border overlap 

disputes through Alternative Dispute Resolution in Labuhanbatu Regency is 

prompted by the fact that land conflicts are still common today. The 

research problem addressed in this study is how the National Land Agency 

plays a role in resolving land disputes involving overlapping border 

certificates through the Alternative Dispute Resolution mechanism at the 

land office in Labuhanbatu Regency, and how the National Land Agency's 

efforts are made to resolve border overlap disputes at the land office in 

Labuhanbatu Regency. This research employed a normative juridical 

approach supported by primary and secondary data collection techniques, 

including literature review and field studies, and the data analysis was 

conducted using qualitative analysis. The results of this study indicated that 

the role of the National Land Agency in resolving border overlap disputes 

through the Alternative Dispute Resolution mechanism at the land office in 

Labuhanbatu Regency was through mediation. The National Land Agency's 

efforts to resolve border overlap land disputes at the land office in 

Labuhanbatu Regency were carried out through non-litigation legal efforts. 

Therefore, the Land Office of Labuhanbatu Regency had to continuously 

socialize land-related issues to all institutions within the Labuhanbatu area 

to increase public awareness of the origins of the land they owned. 

 

Keywords: National Land Agency, Dispute, ADR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

          Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia tidak terkecuali 

bagi bangsa Indonesia. Mengingat bahwa Republik Indonesia masih merupakan 

suatu negara agraris, yang susunan kehidupan sebagian besar rakyat termasuk 

perekonomiannya masih bercorak agraris. Dengan demikian tanah bagi bangsa 

Indonesia mempunyai kedudukan sentral baik sebagai daya produksi maupun 

sebagai pemukiman. Pertanahan, menurut Rusmadi Murad adalah Suatu 

kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan 

hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-

undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) (1997:1).1 Dalam 

keseharian maupun dalam dunia akademis sangat sering dipertukarkan dengan 

pengertian agraria. Sehingga selain ada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

juga dalam sejarah mengenal Menteri Agraria,Agraria berasal dari bahasa Latin 

ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan 

pemilikan tanah. Dengan demikian, istilah agraria selalu dihubungkan dengan 

usaha pertanian. Di Indonesia, istilah agraria di lingkungan administrasi 

                                                             
1Mira Novana Ardani, Yusriyadi, Ana Silviana, “Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan 

Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, 
no. 3 (September 30, 2022). 
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pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun nonpertanian. 

Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang 

berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut. 

Administrasi Pelrtanahan melnurut Rusmadi Murad adalah Suatu usaha dan 

manajelmeln yang belrkaitan delngan pelnyellelnggaraan kelbijaksanaan pelmelrintah di 

bidang pelrtanahan delngan melngelrahkan sumbelr daya untuk melncapai tujuan selsuai 

delngan keltelntuan Pelrundang-undangan yang belrlaku. Dari keldua pelngelrtian 

telrselbut dapat disimpulkan bahwa administrasi pelrtanahan melrupakan bagian dari 

administrasi nelgara, karelna administrasi pelrtanahan melrupakan upaya pelmelrintah 

dalam melnye llelnggarakan kelbijaksanaan di bidang pelrtanahan yang 

pellaksanaannya dilakukan Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN). Landasan hukum 

dalam UUD 1945 melngelnai administrasi pelrtanahan telrdapat dalam Bab XIV 

telntang kelseljahtelraan so lsial, Pasal 33 ayat (3) yang belrbunyi selbagai belrikut: 

“Bumi dan air dan kelkayaan alam yang telrkandung di dalamnya dikuasai o lle lh 

nelgara dan dipelrgunakan untuk selbelsar-belsar kelmakmuran rakyat”. Adapun 

rumusan yang telrdapat dalam pelnjellasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 selbagai 

belrikut. “Bumi dan air dan kelkayaan alam yang telrkandung dalam bumi adalah 

polkolk-polkolk kelmakmuran rakyat. Selbab itu harus dikuasai o llelh nelgara dan 

dipelrgunakan o llelh untuk selbelsar-belsarnya kelmakmuran rakyat. 2Manusia adalah 

makhluk so lsial (zololn polliticoln) dimana melrelka saling melmbutuhkan satu sama 

                                                             
2  Hadi Arnowo, “ADMINISTRASI PERTANAHAN DI INDONESIA,” 

https://www.researchgate.net/publication/ Desember 2021/Administrasi-Pertanahan-di-

Indonesia/(Dikutip, 18 Desember 2023, 19.00 WIB) 
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lain. Delngan adanya hubungan timbal balik, maka selring kali timbul felno lmelna 

solsial belrupa kolnflik yang timbul akibat adanya kelpelntingan yang belrbelda-belda. 

Delngan timbulnya ko lnflik, maka hukum melmelgang pelranan pelnting dalam 

melnyellelsaikan kolnflik telrselbut. Untuk itu belrbagai usaha yang dilakukan 

pelmelrintah yaitu melngupayakan pelnyellelsaian selngkelta tanah delngan celpat untuk 

melnghindari pelnumpukan selngkelta tanah, yang dapat melrugikan masyarakat 

misalnya tanah tidak dapat digunakan karelna tanah telrselbut dalam selngkelta. 

Pelrdamaian pada dasarnya melrupakan salah satu sistelm altelrnativel dispute l 

relsollutioln (ADR) yang tellah ada dalam dasar nelgara Indolnelsia, yaitu pancasila 

dimana dalam filo lso lfinya disiratkan bahwa asas pelnyelle lsaian selngkelta adalah 

musyawarah untuk mufakat. hal telrselbut juga telrsirat dalam Undang-undang Dasar 

1945. Hukum telrtulis lainnya yang melngatur telntang pelrdamaian atau meldiasi 

adalah Undang-undang No lmo lr 4 Tahun 2004 telntang Kelkuasaan Kelhakiman, pada 

pelnjellasan Pasal 3 melnyatakan bahwa: “Pelnyellelsaian pelrkara di luar pelngadilan 

atas dasar pelrdamaian atau mellalui wasit teltap di pelrbollelhkan” Selbagaimana tellah 

diganti delngan Undang-undang No lmo lr 48 Tahun 2009 dalam bab XII Pasal 58 

sampai Pasal 61 yang melmuat keltelntuan dipelrbo llelhkannya melnyellelsaikan 

selngkelta di Luar Pelngadilan mellalui Arbitrasel atau Altelrnatif Pelnyellelsaian 

Selngkelta lainnya yang diselpakati para pihak selpelri Ko lnsultasi, Nelgo lsiasi, Meldiasi, 

Ko lnsiliasi, atau Pelnilaian Ahli dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nolmo lr 48 

Tahun 2009.3 Belrdasarkan keltelntuan Pasal 23 c Pelraturan Prelsideln Relpublic 

                                                             
3 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata,(Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 6 
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Indo lnelsia No l. 10 tahun 2006 telntang Badan Pelrtanahan Nasio lnal yang antara lain, 

melngatakan bahwa Delputi Bidang Pelngkajian dan Pelnanganan selngkelta dan 

Ko lnflik Pelrtanahan melnyellelnggarakan fungsi pellaksanaan altelrnatif pelnyellelsaian 

masalah, selngkelta, dan kolnflik pelrtanahan mellalui belntuk meldiasi, fasilitasi, dan 

lainnya. Keltelntuan Pasal 23 Pelraturan Prelsideln No lmo lr 10 Tahun 2006 

melmpelrlihatkan kelbijakan pelmelrintah untuk melnggunakan meldiasi selbagai salah 

satu cara untuk pelnye llelsaian selngkelta pelrtanahan.4 Dalam mellakukan tindakan 

pelnyellelsaian selngkelta atau kolnflik pelrtanahan yang ada, badan pelrtanahan nasio lnal 

melrupakan salah satu lelmbaga meldiasi yang dapat melnyellelsaikan suatu selngkelta 

pelrtanahan delngan melngeldelpankan keladilan, yaitu pelnyellelsaian kolnflik mellalui 

musyawarah mufakat delngan melngho lrmati hak dan kelpelntingan para pihak yang 

belrselngkelta yang prinsip dasarnya adalah so llusi sama-sama melnang atau dikelnal 

delngan istilah “win-win sollutioln” atau nolrmatifnya diselbut jalan pelnyellelsaian 

“Noln-Litigatioln” atau Altelrnativel Delsputel Relsulutioln (ADR), yang sellanjutnya 

untuk melwadahi pellaksanaan ADR telrselbut Pelmelrintah mellalui Undang-undang 

Nolmo lr 30 Tahun 1999 telntang Arbitrasel dan Altelrnatif Pelnyellelsaian Selngkelta. 

Aturan inilah yang melnjadi tollo lk ukur untuk melngeltahui selbelrapa pelntingnya 

lelmbaga meldiasi didalam pelnyellelsaian ko lnflik tanah.5 Pelngambilan kelputusan 

diharapkan tidak melrugikan salah satu pihak, selhingga mampu melwujudkan suatu 

pelnyellelsaian selcara damai diantara para pihak yang belrselngkelta, melngingat sellama 

ini pelnyellelsaian selngkelta pelrtanahan celndelrung disellelsaikan mellalui lelmbaga 

                                                             
4 Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal. 66 
5Edi As’Adi, 2000, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 2 
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pelradilan yang belrsifat win-lolsel sollutioln (melnang-kalah). Pranata pilihan 

pelnyellelsaian selngkelta mellalui lelmbaga meldiasi ini dilakukan selcara pelrdamaian 

atau belrdasarkan kelselpakatan para pihak yaitu dilakukan delngan meldiasi. Sellama 

ini Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) sellalu melnangani masalah pelrtanahan yang 

telrjadi di Indo lnelsia. Lelmbaga ini telrdapat di seltiap kabupateln/ko lta guna melngatasi 

pelrmasalahan pelrtanahan yang ada, Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) dituntut 

lelbih pro laktif dalam pelnye llelsaian ko lnflik pelrtanahan selsuai delngan selbellas agelnda 

Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) RI khususnya agelnda kel-5 melnyelbutkan 

“Melnangani dan Melnyellelsaikan Pelrkara, masalah, selngkelta dan ko lnflik pelrtanahan 

di selluruh Indo lnelsia selcara sistelmatis”, selrta TAP MPR RI Nol:IX/MPR/2001 

telntang Pelmbaharuan Agraria dan Pelngello llaan Sumbelr Daya Alam,  

Pasal 4 huruf (d), melnyelbutkan: 

“Melnseljahtelrakan rakyat telrutama mellalui pelningkatan kualitas sumbelr daya 

manusia di Indo lnelsia” 

Pasal 5 huruf (d), melnyelbutkan: 

“Melnyellelsaikan kolnflik-kolnflik yang belrkelnaan delngan sumbelr daya agrarian 

yang timbul sellama ini selkaligus dapat melngantisipasi po ltelnsi ko lnflik di masa 

melndatang guna melnjamin telrlaksananya pelnelgakan hukum”6 

Ko lnflik tanah yang selkarang ini masih selring telrjadi diantaranya kasus 

selngkelta tanah tumpang tindih tapal batas tanah. Tanah Tumpang Tindih adalah 

                                                             
       6 Hasan Umar, “Model Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat” Jurnal Inovatif, Volume 
XII, Nomor I (January 2019). 
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tanah yang melngalami pelnumpukan selrfikat maksudnya bahwa suatu bidang tanah 

melmiliki 2 (dua) selrtifikat hak atas tanah yang belrbelda datanya, ini me lnimbulkan 

kolnflik diantara keldua bellah pihak yang masing masing melmelgang selrtifikat hak 

atas tanah telrselbut. Untuk itu Badan Pelrtanahan Nasio lnal yang akan melnyellelsaikan 

selngkelta tanah yang telrindikasi tumpang tindih, selsuai dalam dasar 

nelgaraIndo lnelsia melwujudkan pelrdamaian abadi dan keladilan so lsial dipelrlukan 

pelnyellelsaian selngkelta selcara damai yaitu delngan cara meldiasi o llelh Badan 

Pelrtanahan Nasio lnal. 

Selhubung delngan latar bellakang yang tellah diuraikan telrselbut, maka 

pelnulis melnyusun pelnulisan tugas akhir delngan judul “Peran Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Tumpang 

Tindih Tapal Batas Melalui Alternative Dispute Resolution di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Belrdasarkan Latar Bellakang yang tellah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

adalah selbagai belrikut: 

1) Bagaiman pelran badan pelrtanahan nasio lnal dalam pelnyellelsaian selngkelta tumpang 

tindih tapal batas mellalui melkanisme l Altelrnativel Disputel Relsollutioln di kantolr 

pelrtanahan kabupateln labuhanbatu? 

2) Bagaimana upaya bpn dalam pelnyellelsain selngkelta tumpang tindih tapal batas tanah 

di kantolr pelrtanahan kabupateln labuhanbatu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

            Belrdasarkan dari pelrumusanan masalah telrselbut maka tujuan dari pelnellitian 

yang pelnelliti lakukan adalah selbagai belrikut: 

1) Untuk melngeltahui pelran badan pelrtanahan nasio lnal dalam pelnyelle lsaian selngkelta 

pelrtanahan selrtifikat tumpang tindih tapal batas mellalui melkanismel meldiasi 

Altelrnativel Disputel Relsollutioln di kantolr pelrtanahan kabupateln labuhanbatu. 

2) Untuk melngeltahui upaya bpn dalam pelnvelle lsain selngkelta tumpang tindih tapal 

batas di kantolr pelrtanahan kabupateln labuhanbatu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang dapat diambil dari pelnellitian ini antara lain: 

1. Selcara telolritis 

Hasil pelnellitian ini dapat dijadikan selbagai bahan kajian lelbih lanjut dan 

melmbelrikan sumbangan dalam pelrkelmbangan ilmu pelngeltahuan hukum di 

Indo lnelsia, hukum pelnyellelsaian selngkelta mellalui melkanisme l meldiasi Altelrnative l 

Disputel Relsollutioln melrupakan salah satu pelnyellelsaian selngkelta pelrdata di luar 

pelngadilan selcara kololpelratif yang diarahkan pada suatu kelselpakatan atau sollusi 

yang belrsifat win-win sollutioln. 

2. Selcara praktis 

Hasil pelnellitian inidapat dijadikan selbagai masukan dan bahan info lrmasi bagi 

selmua pihak yang belrkaitan dan kalangan akadelmis untuk melnambah wawasan 

dalam bidang hukum kelpelrdataan telntang meldiasi di Kantolr Badan Pelrtanahan 

Nasio lnal. 
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1.5 Keasilan Penelitian 

          Pelnellitian dilaksanakan mellalui pelrtimbangan-pelrtimbangan belrdasarkan 

data dan pelnyellidikan kelpustakaan maupun infolrmasi langsung dalam skripsi 

maupun jurnal, Tidak ditelmukan pelnellitian yang dilakukan telrkait delngan judul ini. 

Akan teltapi, ditelmukan belbelrapa judul skripsi maupun jurnal yang belrkaitan 

delngan tolpik pelnellitian ini, antara lain : 

1. Kiki Lamitelra Napitupulu, (2023). Univelrsitas Meldan Arela, Pelran Kantolr 

Pelrtanahan Kabupateln Tolba Dalam  Melnyellelsaikan Selngkelta Tanah (Studi Di 

Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Tolba), Delngan Rumusan Masalah Selbagai 

Belrikut : 

a. Bagaimana Pelran Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Tolba Dalam 

Melnyellelsaikan Selngkelta Tanah di Kantolr Pelrtanahan Kabupate ln 

Tolba? 

b. Bagaimana Faktolr yang Melngakibat Telrjadinya Selngkelta Tanah di 

Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Tolba? 

c. Bagaimana Melkanismel Pelnyellelsaian Selngkelta Tanah di Kantolr 

Pelrtanahan Kabupateln Tolba? 

2. Rolbelt Andrels, (2023), Univelrsitas Meldan Arela, Tinjauan Yuridis Pro lseldur 

Pelngalihan Selrtipikat Hak Milik Lelbih Dari Satu Nama Yang Belrselngkelta 

(Studi Pada Kantolr Pelrtanahan di Ko lta Meldan),  

Delngan Rumusan Masalah Selbagai Belrikut :  

a. Bagaimana pelngaturan telntang pro lseldur pelngalihan selrtipikat yang 

telrdiri lelbih dari satu nama? 
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b. Faktolr-faktolr apa saja di Indo lnelsia selbagai pelnyelbab timbulnya 

selngkelta selrtipikat hak milik lelbih dari satu nama ? 

c. Bagaimana prolseldur pelngalihan selrtipikat hak milik (SHM) lelbih 

dari satu nama yang belrselngkelta di Kantolr Pelrtanahan di Ko lta Meldan 

Ko lta Meldan? 

3. Windy Dwi Antika, (2023), Univelrsitas Islam Nelgelri Radeln Intan Lampung, 

Tinjauan Fiqh Siyasah Telrhadap Implelmelntasi Pelran Badan Pelrtanhan 

Nasio lnal Selbagai Meldiatolr Dalam Pelnye llelsaian Selngkelta Pelrtanahan, (Studi 

di Badan Pelrtanahan Nasio lnal Kabupateln Tanggamus), Delngan Rumusan 

Masalah Selbagai Belrikut : 

a. Bagaimana implelmelntasi pelran badan pelrtanahan nasio lnal selbagai 

meldiatolr dalam pelnyellelsaian selngkelta pelrtanahan dibadan 

pelrtanahan nasio lnal Kabupateln Tanggamus? 

b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah telrhadap implelmelntasi pelran badan 

pelrtanahan nasio lnal selbagai meldiatolr dalam pelnelyellelsaian selngkelta 

pelrtanahan dibadan pelrtanahan nasio lnal Kabupateln Tanggamus? 

Beldasarkan info lrmasi dan pelnellusuran di Fakultas Hukum Univelrsitas Meldan 

Arela, Selrta pelnellitian yang tellah dipublikasi di intelrnelt, bahwa pelnellitan delngan 

judul Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Tumpang Tindih Tapal Batas Melalui  Alternative Dispute  Resolution 

di  Kabupaten Labuhantbatu. Bellum pelrnah dilakuan. Melman gada ditelmukan 

pelnellitian selbellumnya yang seldikit melmiliki kelsamaan delngan judul yang pelnulis 
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telliti ini, akan teltapi pelrmasalahan dan bidang ajiannya pada skripsi telrselbut 

belrbelda. Yang melnjadi pelmbeldanya ialah:  

1. Bagaiman pelran badan pelrtanahan nasio lnal dalam pelnyellelsaian 

selngkelta tumpang tindih tapal batas mellalui melkanisme l meldiasi 

Altelrnativel Disputel Relsollutioln di kantolr pelrtanahan labuhan batu? 

2. Bagaimana upaya bpn dalam pelnvellelsain selngkelta tumpang tindih tapal 

batas di kantolr pelrtanahan labuhan batu? 

Ollelh karelna itu, pelnellitian dikatelgolrikan selbagai pelnellitian yang baru dan 

kelasliannya dapat dipelrtanggung jawabkan. Karelna pelnellitian ini melrupakan 

pelnellitian yang dilakukan delngan cara akadelmis yang jujur, masuk akal, o lbjelktif, 

telrbuka dan dapat dipelrtanggung jawabkan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Tinjauan Umum tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

2.1.1    Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

 

          Badan Pelrtanahan Nasio lnal adalah lelmbaga pelmelrintah no ln kelmelntelrian 

yang melmpunyai tugas dibidang pelrtanahan delngan unit kelrjanya, yaitu Kantolr 

Wilayah Badan Pelrtanahan Nasio lnal di tiap-tiap Prolvinsi, Kabupateln dan Ko lta 

yang mellakukan pelndaftaran hak atas tanah dan pelmelliharaan daftar umum 

pelndaftaran tanah.7 Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) dahulu dikelnal delngan 

selbutan Kantolr Agraria. Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) diatur mellalui 

Pelraturan Prelsideln No lmo lr 10 Tahun 2006 telntang Badan Pelrtanahan Nasio lnal. 

Dalam  rangka  melneltapkan  langkah  dan  arah  dalam  melnangani  dan  

melnyellelsaikan selngkelta, kolnflik dan pelrkara Pelrtanahan selcara elfelktif tellah 

diteltapkan Kelputusan Kelpala Badan Pelrtanahan RI Nolmo lr 11 Tahun 2009 Telntang 

Kelbijakan dan Stratelgi Kelpala BPN RI Melnangani dan  Melnyellelsaikan  Selngkelta,  

Ko lnflik  dan  Pelrkara  Pelrtanahan  Tahun  2009,  dimana  sistelm pelnanganan   

masalah   Pelrtanahan   delngan   belrpeldo lman   kelpada   Kelputusan   Kelpala   Badan 

Pelrtanahan  Nasio lnal  Nolmo lr  34 Tahun      2007      Telntang  Peltunjuk  Telknis  

Pelnanganan  dan Pelnyelle lsaian Masalah Pelrtanahan.Pelnye llelsaian   selngkelta   tanah   

mellalui   meldiasi   ollelh   Badan Pelrtanahan Nasiolnal pelrlu   dilandasi   delngan 

                                                             
7  ABSTRAKSI Perpres 48Tahun2020 tentang BPN 
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kelwelnangan-kelwelnangan yang sah belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan.8 

Hal ini pelnting selbagai  landasan  Badan Pelrtanahan Nasio lnal untuk  meldiatolr  

didalampelnyellelsaian  selngkelta  pelrtanahan,  karelna pelrtanahan  dikuasai  olle lh  

aspelk  hukum  publik  dan  hukum  privat  maka  tidak  selmua  selngkelta pelrtanahan 

dapat disellelsaikan mellalui lelmbaga meldiasi, hanya selngkelta pelrtanahan yang 

dalam kelwelnangan  selpelnuhnya  dari  pelmelganghak  saja  yang  dapat  disellelsaikan  

mellalui  lelmbaga meldiasi.  Ollelh  karelna  itu  kelselpakatan  dalam  rangka  

pelnyellelsaian  selngkelta  mellalui  meldiasi dilakukan  pelmbatasan-pelmbatasan  hal  

ini  dimaksudkan  agar  putusan  meldiasi  telrselbut  tidak mellanggar hukum selrta 

dapat dilaksanakan selcara elfelktif dilapangan.Pelnyellelsaian  selngkelta  tanah  

melncakup  baik  pelnanganan  masalah  pelrtanahan  ollelh  BPN selndiri  maupun  

pelnanganan  tindak  lanjut  pelnyellelsaian  masalah  ollelh  lelmbaga  lain.    Belrkait 

delngan  masalah  pelrtanahan  yang  diajukan,  Badan Pelrtanahan Nasio lnal  

melmpunyai  kelwelnangan  atas  prakarsanyaselndiri  untuk  melnyellelsaikan  

pelrmasalahan  yang  dimaksud.  Dasar  hukum  kelwelnangan  BPN selbagaimana  

tellah  dikelmukakan  selcara  elksplisit,  telrcantum  dalam  Kelputusan  Kelpala  BPN 

Nolmo lr 6 Tahun 2001 telntang Olrganisasi dan Tata Kelrja BPN.  Belrdasarkan  

keltelntuan  Pasal  1  Ayat  (1)  Pelraturan  Melntelri  Agraria  /  Kelpala  Badan 

Pelrtanahan Nasio lnal No lmo lr1 Tahun 1999 Telntang Tatacara Pelnanganan Selngkelta 

Pelrtanahan, selngkelta   pelrtanahan   adalah   pelrbeldaan   pelndapatmelngelnai Telntang   

Tatacara   Pelnanganan Selngkelta Pelrtanahan antara lain : 

                                                             
  8 Fajri Lio Sandika 1, Tofik Yanuar Chandra2, Erny Kencanawati3, “Peran Badan 

Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi”, 

Blantika : Multidisciplinary Jornal, Vol.1 No. 3 (Mei, 2023), hal. 242 
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1. Kelabsahan suatu hak 

2. Pelmbelrian hak atas tanah 

3. Pelndaftaran  hak  atas  tanah  telrmasuk      pelralihannya  dan    pelnelrbitan  tanda  

bukti  haknya antara pihak-pihak yang belrkelpelntingan. 

            Pelnanganan  masalah  pelrtanahan  mellalui  lelmbaga  meldiasi o llelh  BPN  

biasanya  didasarkan dua prinsip utama, yaitu: 

1. Kelbelnaran-kelbelnaran   fo lrmal   dari   fakta-fakta   yang   melndasari   

pelrmasalahan   yang belrsangkutan; 

2. Kelinginan   yang   belbas   dari   para   pihak   yang   belrselngkelta   telrhadap         

olbjelk   yang diselngkeltakan.9 

         Dalam rangka pelnyellelsaian masalah selngkelta telrselbut untuk melmbelrikan 

pelrlakuan yang selimbang   kelpada   para   pihak   dibelrikan   kelselmpatan   selcara   

transparan   untuk   melngajukan pelndapatnya melngelnai pelrmasalahan telrselbut. Di 

samping itu, dalam kasus-kasus telrtelntu kelpada melrelka dapat dibelrikan kelbelbasan 

untuk melnelntukan selndiri rumusan pelnyellelsaian masalahnya. Dalam  hal  ini  BPN  

hanya  melnindaklanjuti  pellaksanaan  putusan  selcara  administratif  selbagai 

rumusan pelnyellelsaian masalah yang tellah melrelka selpakati. 

             Badan    pelrtahanan    Nasio lnal    (BPN) dibelntuk   belrdasarkan   Kelputusan 

Prelsideln Nolmo lr 26 Tahun 1988.Seljak dikelluarkannya   pelraturan   telrselbut tugas 

dan  welwelnang  dibidang  pelrtanahan  yang selmula   belrada   pada Delpartelmeln   

Dalam Nelgelri  yakni  Direlktolrat  Jelndral  Agraria  belralih kelpada BPN.Ruang  

                                                             
              9 Andy Pratama Abdullah, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga 

Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa,”  journal.unibos.ac.id/824/377(Dikutip, 16 

Desember 2023, 21.00 WIB) 
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lingkup  kelgiatan  BPN hanya   melliputi   Agraria   dalam   arti   selmpit yaitu tanah. 

Dalam  pelrkelmbangannya  delwasa  ini banyak  telrjadi  selngkelta  belrkaitan delngan 

tanah. 10Salah  satu  selngkelta  yang  selring telrjadi   adalah   masalah kelpelmilikan   

atas Selrtipikat delngan melngambil alih pelnguasaan atas tanah telrselbut.Tingginya  

masalah  pelrtanahan  tidak hanya melrelsahkan masyarakat teltapi juga sangat    

melmpelngaruhi    kinelrja    Badan Pelrtanahan     Nasio lnal     (BPN)     selbagai 

institusi    yang melmpunyai    tugas    polkolk mellaksanakan adm inistrasi pelrtanahan. 

Tanah-tanah    yang    seldang    dalam selngkelta  tidak  dapat  dikello lla  o llelh pihak 

baik    ollelh    pelmelgang    Selrtipikat    maupun pihak-pihak  lainnya.  Selcara  

elkolno lmis  telntu sangat    melrugikan,    selbab    tanah    yang dikuasai  o llelh  pihak  

lain telrselbut  tidak  lagi prolduktif. Tanah telrselbut tidak dapat dimanfaatkan   untuk 

melmpro lduksi   barang dan  jasa  selrta  dijadikan  jaminan  di  bank. Apabila kasus-

kasus Selrtipikat yang dikuasai   ollelh   pihak   lain   padahal   masih dalam haknya  

untuk  dikello lla  dan  tidak ditangani    selcara    selrius    maka    akan melngganggu 

stabilitas pelrelkolno lmian.  

 

2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

            Tugas  dan  Fungsi  Badan  Pelrtanahan Nasio lnal   (BPN)   selbagaimana   

diteltapkan dalam   kelputusan Prelsideln  telrselbut  tidak hanya   melliputi   fungsi   

administrasi  saja, mellainkan juga melncakup fungsi pelrumusan kelbijaksanaan    

yang    belrkaitan    delngan pelrtanahan, baik belrdasarkan Undang Undang   Polkolk   

                                                             
10 “H.Ali Achmad Chomzah,S.H., Hukum Pertanahan. (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2003), 

hal. 9 
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Agraria   maupun   Pelraturan pelrundang-undangan lain. Ollelh karelna masalah  

pelrtanahan  melrup  akan  masalah kolmplelks dan melnyangkut kelpelntingan banyak 

instansi. Tugas polkolk Badan Pelrtanahan Nasio lnal adalah melmbantu Prelsideln 

dalam melngello lla dan melngelmbangkan Administrasi Pelrtanahan baik belrdasarkan 

Undang-undang Polkolk Agrarian maupun pelraturan pelrundang-undangan lain yang 

melliputi pelngaturan pelnggunaan, pelnguasaan dan pelmilikan tanah dan lainlain 

yang belrkaitan delngan masalah pelrtanahan belrdasarkan kelbijakan yang diteltapkan 

ollelh Prelsideln. Tujuan dari pelmbangunan bidang pelrtanahan adalah melnciptakan 

kelmakmuran dan kelseljahtelraan rakyat dalam rangka melncapai tujuan nasio lnal 

yaitu melwujudkan masyarakat adil dan makmur yang melrata baik matelrial maupun 

selcara spiritual belrdasarkan Pancasila. Tugas untuk mellakukan pelndaftaran tanah 

diselluruh Indo lnelsia dibelbankan kelpada Pelmelrintah yang ollelh Pasal 19 ayat (1). 

Melnurut pelnjellasan dari UUPA, pellaksanaan kelgiatan pelndaftaran tanah 

melrupakan kelwajiban dari Pelmelrintah belrtujuan melnjamin kelpastian hukum yang 

belrsifat relchtscadastelr. Relchtscadastelr artinya untuk kelpelnting an pelndaftaran 

tanah saja dan hanya melmpelrmasalahkan haknya apa dan siapa pelmiliknya, bukan 

untuk kelpelntingan lain selpelrti pelrpajakan.  Pelndaftaran tanah sellain belrfungsi 

untuk mellindungi si pelmelgang hak atas tanah, juga belrfungsi untuk melngeltahui 

status hak atas bidang tanah, siapa pelmiliknya, apa haknya, belrapa luasnya, untuk 

apa dipelrgunakan dan selbagainya. 11 

                                                             

  11 Meita Djohan Oe, “Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran 

Tanah,” PRANATA HUKUM, Vol.10 No. 1 (Januari, 2015), hal. 63 
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             Melnurut Pelraturan Prelsideln No lmo lr 10 Tahun 2006 dijellaskan bahwa 

Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) adalah Lelmbaga Pelmelrintah No ln Delpartelmeln  

yang belrada di bawah dan belrtanggung jawab kelpada Prelsideln dan dipimpin o llelh  

Kelpala Badan Pelrtanahan Nasio lnal melmpunyai tugas mellaksanakan tugas  

pelmelrintahan di bidang pelrtanahan selcara nasio lnal, relgio lnal dan selktolral12. Tugas 

dari Badan Pelrtanahan Nasio lnal adalah melmbantu Prelsideln dalam melngello lla dan 

melngelmbangkan Administrasi Pelrtanahan baik belrdasarkan Undang-Undang 

Nolmo lr 5 Tahun 1960 maupun pelraturan pelrundang-undangan lain yang melliputi 

pelngaturan, pelnggunaan, pelnguasaan dan pelmilikan tanah, pelneltapan hak-hak atas 

tanah, pelngukuran dan pelndaftaran tanah dan lain-lain yang belrkaitan delngan 

masalah pelrtanahan belrdasarkan kelbijaksanaan yang diteltapkan ollelh Prelsideln. 

Dalam mellaksanakan tugas telrselbut BPN melnyellelnggarakan fungsi selbagai 

belrikut: 

a) Melrumuskan kelbijaksanaan dan pelrelncanaan pelnguasaan dan pelnggunaan tanah 

b) Melrumuskan kelbijaksanaan dan pelrelncanaan pelngaturan pelmilik tanah delngan 

prinsip-prinsip bahwa tanah melmpunyai fungsi solsial selbagaimana diatur dalam 

UUPA 

c) Melrelncanakan pelngukuran dan pelmeltaan selrta pelndaftaran tanah dalam upaya 

melmbelrikan kelpastian hukum di bidang pelrtanahan 

d) Mellaksanakan pelngurusan hak-hak atas tanah dalam rangka melmellihara telrtib  

administrasi di bidang pelrtanahan 

                                                             
12Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional 
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          Sellain itu pula pelndaftaran tanah juga diselle lnggarakan o llelh Badan 

Pelrtanahan Nasio lnal yaitu selbuah Lelmbaga Pelmelrintah No ln Delpartelmeln yang 

bidang tugasnya melliputi bidang pelrtanahan. Kantolr Pelrtanahan melrupakan unit 

kelrja Badan Nasio lnal di wilayah Kabupateln atau Koltamadya, yang mellakukan 

pelndaftaran tanah. Dalam mellaksanakan tugasnya, BPN yaitu Peljabat umum yang 

dibelri kelwelnangan untuk melndaftarkan hak-hak atas tanah.13 Pelralihan hak tidak 

dibuat di hadapan Kelpala Delsa selcara di bawah tangan teltapi harus dibuat 

dihadapan selselo lrang Peljabat Pelmbuat Akta Tanah, yang diangkat ollelh Kelpala BPN 

RI. Di mana untuk suatu daelrah Kelcamatan dapat diangkat selolrang Peljabat 

Pelmbuat Akta Tanah selmelntara, maka Camat yang melngelpalai wilayah Kelcamatan 

telrselbut untuk selmelntara ditunjuk karelna jabatannya selbagai Peljabat Pelmbuat Akta 

Tanah Selmelntara (PPATS). Keltelntuan telntang kelwajiban pelmbuatan akta, pelralihan 

hak di hadapan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah itu telrdapat dalam Pasal 19 Pelraturan 

Pelrmelrintah No l. 24 Tahun 1997 yang belrbunyi : “Seltiap pelrjanjian yang belrmaksud 

melmindahkan hak atas tanah, melmbelrikan suatu hak baru atas tanah, 

melnggadaikan tanah atau melminjam uang delngan hak atas tanah selbagai 

tanggungan, harus dibuktikan Pelrbuatan hukum selbagaimana dimaksud pada Pasal 

2 ayat (2) adalah selbagai belrikut:1. Jual-belli; 2. Tukar-melnukar; 3. Hibah; 4. 

Pelmasukan kel dalam pelrusahaan (inbrelng); 5. Pelmbagian hak belrsama; 6. 

Pelmbelrian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 7. Pelmbelrian Hak 

Tanggungan; 8. Pelmbelrian kuasa melmbelbankan Hak tanggungan. Pasal 21 dan 30 

                                                             
13 Lorianus SP. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Cetakan Ketiga, (Jakarta : 

Visimedia, 2007), hal.1 
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UUPA melnyelbutkan bahwa dalam melmbuat akta harus ditelliti lelbih dulu, apakah 

si pelnjual beltul-beltul o lrang yang belrhak atas tanah itu ataukah si pelmbelli telrgollo lng 

olrang yang belrhak juga atas tanah telrselbut. Selbellum Peljabat, melmbuat akta 

pelralihan hak atas tanah harus dipelrlihatkan lelbih dulu selrtipikat tanah yang 

belrsangkutan, bila tanah itu tellah didaftarkan atau dibukukan dalam buku tanah 

pada Kantolr Agraria Selksi Pelndaftaran Tanah, maka selbagai pelngganti selrtipikat 

tanah harus dibuatkan Surat Keltelrangan Pelndaftaran Tanah (SKPT) dari Kantolr 

Agraria seltelmpat, bahwa tanah itu bellum melmpunyai selrtipikat atau selrtipikat 

selmelntara. Akta harus ditandatangani o llelh selmua pihak Peljabat dan Saksi-saksi.14  

Undang-undang Polkolk Agraria tidak melmbelrikan pelnjellasan melngelnai apa yang 

dimaksud jual belli tanah. Jual belli yang melngakibatkan belralihnya hak atas tanah 

dari pelnjual kelpada pelmilik itu telrmasuk hukum Agraria atau hukum tanah. Maka 

pelngelrtian jual belli tanah selkarang diartikan selbagai pelrbuatan hukum yang belrupa 

pelnyelrahan hak milik ollelh pelnjual kelpada pelmbelli yang ada pada saat itu juga 

pelnyelrahan harganya kelpada pelnjual, selhingga poltelnsi masalah melrupakan suatu 

kolndisi yang dapat timbul dan melngakibatkan pelrmasalahan/ko lnflik manakala ada 

pihak-pihak yang melmpunyai kelpelntingan melrasa dirugikan. Dalam hal ini pihak 

yang melrasa dirugikan akan melngambil langkah-langkah pelngaduan baik mellalui 

tindakan atau jalur hukum maupun no ln hukum.Ko lnflik pelrtanahan selkarang ini 

selmakin banyak telrjadi di belrbagai telmpat dan celndelrung melngarah pada jelnis 

kolnflik yang belrsifat delstruktif. Timbulnya selngkelta tanah adalah belrmula dari 

                                                             
14 Achmad Ali Chomzah. Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, (Jakarta : Prestasi 

Pustakaraya 2003), hal. 24 
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pelngaduan salah satu pihak (olrang/badan hukum) yang belrisi kelbelratan-kelbelratan 

dan tuntutan hak atas tanah baik telrhadap status tanah maupun kelpelmilikannya. 

Fungsi Kantolr Pelrtanahan dalam melnyellelnggarakan tugas yang melrupakan olrgan 

BPN yang digugus delpan di tiap kabupateln dan kolta di selluruh Indo lnelsia, Kantolr 

Pelrtanahan melmpunyai fungsi selbagai belrikut : 

a. Pelnyusunan relncana, prolgram, dan pelnganggaran dalam rangka pellaksanaan  

tugas pelrtanahan 

b. Pellayanan, pelrizinan, dan relkolmelndasi di bidang pelrtanahan 

c. Pellaksanaan surveli, pelngukuran, dan pelmeltaan dasar, pelngukuran, dan  

pelmeltaan bidang, pelmbukuan tanah, pelmeltaan telmatik, dan surveli po ltelnsi tanah 

d. Pellaksanaan pelnatagunaan tanah, landrelfo lrm, kolnso llidasi tanah, danpelnataan 

wilayah pelsisir, pulau-pulau kelcil, pelrbatasan, dan wilayah telrtelntu 

el. Pelngusulan dan pellaksanaan pelmeltaan hak tanah, pelndaftaran hak atas tanah,  

pelmelliharaan data pelrtanahan dan administrasi tanah aselt pelmelrintah 

f. Pellaksanaan pelngelndalian pelrtanahan, pelngello llaan tanah nelgara, tanah telrlantar  

dan tanah kritis, pelningkatan partisipasi dan pelmbelrdayaan masyarakat 

g. Pelnanganan kolnflik, selngkelta, dan pelrkara pelrtanahan 

h. Pelngko lolrdinasian pelmangku kelpelntingan pelngguna tanah 

i. Pelngello llaan Sistelm Info lrmasi Manajelmeln Pelrtanahan 

j. Pelmbelrian pelnelrangan dan info lrmasi pelrtanahan kelpada masyarakat, pelmelritah 

dan swasta 

k. Pelngko lolrdinasian pelnellitian dan pelngelmbangan 

l. Pelngko lolrdinasian pelngelmbangan sumbelrdaya manusia pelrtanahan 
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m. Pellaksanaan urusan tata usaha, kelpelgawaian, keluangan, sarana dan  

prasarana, pelrundang-undangan selrta pellayanan. 

        Belrkaitan delngn tugas dan fungsi Badan Pelrtanahan Naio lnal selbagai salah  

satu unsur olrganisasi pelme lrintah yang melngatur pelrtanahan di Indo lnelsia selbagai 

bagian dari pelnyellelnggara nelgara. Selbagai nelgara hukum hal yang paling melndasar 

bagi pelnyellelnggara pelmelrintahan adalah azas lelgalitas, artinya seltiap tindakan 

pelnyellelnggara nelgara atau pelmelrintahan harus belrdasarkan hukum atau pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku. 

       Melskipun azas lelgalitas melngandung kellelmahan bukan belrarti dapat dinafikan 

belgitu saja delngan belrmacam alasan tindakan pelnye llelnggara nelgara bo lle lh 

mellanggar prinsip-prinsip nelgara hukum. Delngan kata lain seltiap tindakan 

pelnyellelnggara nelgara atau pelmelrintah harus melmpunyai dasar lelgitimasi, atau 

kelwelnangan yang dibelrikan undang-undang. Delngan delmikian substansi atau inti 

dari azas lelgalitas melnurut P. Nico llai adalah welwelnang, yakni kelmampuan untuk 

mellakukan tindakan-tindakan hukum telrtelntu (Helt velrmo lgeln tolt helt velrrichteln van 

belpaaldel relchtshandellingeln).15  

         Kantolr Pelrtanahan adalah unit kelrja (Instansi velrtikal) Badan Pelrtanahan 

Nasio lnal di wilayah Kabupateln atau Kolta, yang salah satu tugasnya mellakukan 

pelndaftaran hak atas tanah dan pelmelliharaan daftar umum pelndaftaran tanah. 

Kelwelnangan Kantolr Pelrtanahanbelrada di bawah dan belrtanggung-jawab kelpada 

Kelpala Badan Pelrtanahan Nasio lnal mellalui Kelpala Kantolr Wilayah Badan 

                                                             
15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan  VII, PT RajaGrafindo Persada, 

(Jakarta, 2011), hal. 98 
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Pelrtanahan Nasio lnal dan dipimpin o llelh  selo lrang Kelpala Kantolr.Fungsi Kantolr 

Pelrtanahan dalam melnye llelnggarakan tugas, Kantolr Pelrtanahan melmpunyai fungsi 

untuk pelnyusunan relncana, prolgram, dan pelnganggaran dalam rangka pellaksanaan 

tugas pelrtanahan, pellayanan, pelrizinan, dan relkolmelndasi di bidang pelrtanahan, 

pellaksanaan surveli, pelngukuran, dan pelmeltaan dasar, pelngukuran dan pelmeltaan 

bidang, pelmbukuan tanah, pelmeltaan telmatik, dan surveli po ltelnsi tanah, pellaksanaan 

pelnatagunaan tanah, landrelfo lrm, kolnso llidasi tanah, dan pelnataan wilayah pelsisir, 

pulau-pulau kelcil, pelrbatasan, dan wilayah telrtelntu, pelngusulan dan pellaksanaan 

pelmeltaan hak tanah, pelndaftaran hak atas tanah, pelmelliharaan data pelrtanahan dan 

melnginvelntarisir tanah-tanah aselt pelmelrintah, pellaksanaan pelngelndalian 

pelrtanahan, pelngello llaan tanah nelgara, tanah telrlantar dan tanah kritis, pelningkatan  

partisipasi dan pelmbelrdayaan masyarakat, pelnanganan ko lnflik, selngkelta, dan 

pelrkara pelrtanahan, pelngko lolrdinasian pelmangkukelpelntingan pelngguna tanah, 

pelngello llaan Sistelm Info lrmasi Manaje lmeln Pelrtanahan, pelmbelrian pelnelrangan dan 

info lrmasi pelrtanahan kelpada masyarakat, pelmelrintah dan swasta, 

pelngko lolrdinasian pelnellitian dan pelngelmbangan, Pelngko lolrdinasian pelngelmbangan 

sumbelrdaya manusia pelrtanahan, dan pellaksanaan urusan tata usaha, kelpelgawaian, 

keluangan, sarana dan prasarana, selrta pellayanan. 

           Tugas untuk mellakukan peln daftaran tanah, pada prinsipnya dibelbankan 

kelpada Pelmelrintah dan para pelmilik hak atas tanah yang melmpunyai kelwajiban 

untuk melndaftarkan hak atas tanahnya, karelna kelbelrhasilan pellaksanaan 

pelndaftaran tanah sangat telrgantung pada pelranan masyarakat dan pelmelrintah itu 

selndiri. Dalam sistelm hukum tanah nasio lnal, UUPA selbagai pelraturan dasar yang 
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diimplelmelntasikan mellalui pelraturan pellaksanaannya, diantaranya Pelraturan 

Pelmelrintah R.I. Nolmo lr 24 Tahun 1997 telntang Pelndaftaran Tanah BPN melmpunyai 

keldudukan yang sangat stratelgis dan melnelntukan, bukan saja hanya selkeldar 

selbagai pellaksana keltelntuan Pasal 19 UUPA, teltapi lelbih dari itu ia melnjadi tulang 

punggung yang melndukung belrjalannya administrasi pelrtanahan dan hukum 

pelrtanahan di Nelgara Indo lnelsia.16 

        Pelnyellelnggara pelndaftaran tanah selsuai keltelntuan Pasal 19 UUPA, 

pelndaftaran tanah disellelnggarakan ollelh Pelmelrintah, dalam hal ini Badan 

Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) yang dalam pellaksanaannya ditingkat Prolpinsi di 

belntuk Kantolr Wilayah Badan Pelrtanahan Nasio lnal, yang belrkeldudukan di tiap-

tiap Ibu Ko lta Prolpinsi yang melrupakan instansi velrtikal yang belrada dan 

belrtanggung jawab langsung kelpada Kelpala Badan Pelrtanahan Nasio lnal, 

seldangkan di tingkat Kabupateln/Ko lta di belntuk Kantolr Pelrtanahan yang 

melrupakan instansi velrtikal yang belrada dan belrtanggung jawab kelpada Kelpala 

BPN mellaui Kantolr Wilayah Badan Pelrtanahan Nasio lnal, selbagai pellaksana 

pelndaftaran hak atas tanah adalah Kelpala Kantolr Pelrtanahan yang daelrah kelrjanya 

melliputi Kabupateln/Ko lta. Kantolr Pelrtanahan melmpunyai tugas mellaksanakan 

selbagian tugas dan fungsi Badan Pelrtanahan Nasio lnal di Kabupateln/Ko lta yang  

belrsangkutan. 

 

                                                             
16 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 

2010), hal. 2 
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2.2    Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian  Sengketa 

2.2.1       Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi 

              Prolsels pelnyellelsaian selngkelta yang dilaksanakan mellalui pelngadilan atau 

yang selring diselbut delngan istilah “litigasi”, yaitu suatu pelnyellelsaian selngkelta yang 

dilaksanakan delngan prolsels belracara di pelngadilan di mana kelwelnangan untuk 

melngatur dan melmutuskannya dilaksanakan ollelh hakim. Litigasi melrupakan prolse ls 

pelnyellelsaian selngkelta di pelngadilan, dimana selmua pihak yang belrselngkelta saling 

belrhadapan satu sama lain untuk melmpelrtahankan hak-haknya di muka pelngadilan. 

Hasil akhir dari suatu pelnyellelsaian selngkelta mellalui litigasi adalah putusan yang 

melnyatakan win-lo lsel so llutio ln.17 Prolseldur dalam jalur litigasi ini sifatnya lelbih 

fo lrmal dan telknis, melnghasilkan kelselpakatan yang belrsifat melnang kalah, 

celndelrung melnimbulkan masalah baru, lambat dalam pelnyellelsaiannya, 

melmbutuhkan biaya yang mahal, tidak relspo lnsif dan melnimbulkan pelrmusuhan 

diantara para pihak yang belrselngkelta. Kolndisi ini melnyelbabkan Masyarakat 

melncari altelrnatif lain yaitu pelnyellelsaian selngkelta di luar prolsels pelradilan fo lrmal. 

Pelnyellelsaian selngkelta di luar prolsels pelradilan fo lrmal ini lah yang diselbut delngan 

“Altelrnativel Disputel Relso llutio ln” atau ADR.18 

 

                                                             
17 Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di 

Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 35 
18 M. Yahya Harahap. 2008. Kekuatan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan 

Perkara  Perdata Dalam Tingkat Banding. Jakarta: Sinar Grafika, hal 234 
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2.2.2 Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi 

            Dalam pelnyellelsaian selngkelta mellalui no ln-litigasi, kita tellah melngelnal 

adanya pelnye llelsaian selngkelta altelrnatif atau Altelrnativel Disputel Relso llutio ln 

(ADR), yang dalam pelrspelktif Undang-Undang Nolmo lr 30 tahun 1999 telntang 

Arbitrasel dan Altelrnatif Pelnyellelsaian Selngkelta, Altelrnativel Disputel Relso llutio ln 

adalah suatu pranata pelnyellelsaian selngkelta di luar pelngadilan belrdasarkan 

kelselpakatan para pihak delngan melngelsampingkan pelnye llelsaian selngkelta selcara 

litigasi di pelngadilan. Akhir-akhir ini pelmbahasan melngelnai altelrnatif dalam 

pelnyellelsaian selngkelta selmakin ramai dibicarakan, bahkan pelrlu dikelmbangkan 

untuk melngatasi kelmaceltan dan pelnumpukan pelrkara dipelngadilan maupun di 

Mahkamah Agung.19 Altelrnatif dalam pelnye llelsaian selngkelta jumlahnya banyak 

diantaranya : a. Arbitrasel Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nolmo lr 30 tahun 1999 

telntang Arbitrasel dan Altelrnatif Pelnyellelsaian Selngkelta melnjellaskan bahwa 

arbitrasel (wasit) adalah cara pelnyellelsaian suatu selngkelta pelrdata di luar pelngadilan 

umum yang didasarkan pada pelrjanjian arbitrasel yang dibuat selcara telrtulis olle lh 

para pihak yang belrselngkelta. Arbitrasel digunakan untuk melngantisipasi 

pelrsellisihan yang mungkin telrjadi maupun yang seldang melngalami pelrsellisihan 

yang tidak dapat disellelsaikan selcara nelgo lsiasi/ko lnsultasi maupun mellalui pihak 

keltiga selrta untuk melnghindari pelnyellelsaian selngkelta mellalui Badan Pelradilan 

yang sellama ini dirasakan melmelrlukan waktu yang lama. 

b. Nelgolsiasi 

                                                             
19 Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan, 2008 hal. 1 
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Melnurut Fichelr dan Ury selbagaimana dikutip o llelh Nurnaningsih Amriani (2012: 

23), nelgolsiasi melrupakan ko lmunikasi dua arah yang dirancang untuk melncapai 

kelselpakatan pada saat keldua bellah pihak melmiliki belrbagai kelpelntingan yang sama 

maupun yang belrbelda. Hal ini sellaras delngan apa yang diungkapkan ollelh Susanti 

Adi Nugro lho l bahwa nelgo lsiasi ialah prolsels tawar melnawar untuk melncapai 

kelselpakatan delngan pihak lain mellalui pro lsels intelraksi, kolmunikasi yang dinamis 

delngan tujuan untuk melndapatkan pelnyellelsaian atau jalan kelluar dari pelrmasalahan 

yang seldang dihadapi o llelh keldua bellah pihak.20 

c. Meldiasi 

Meldiasi pada dasarnya adalah nelgo lsiasi yang mellibatkan pihak keltiga yang 

melmiliki kelahlian melngelnai prolseldur meldiasi yangm elfelktif, dapat melmbantu 

dalam situasi ko lnflik untuk melngko lolrdinasikan aktivitas melrelka selhingga dapat 

lelbih elfelktif dalam pro lsels tawar melnawar. 21Meldiasi juga dapat diartikan selbagai 

upaya pelnye llelsaian selngkelta para pihak delngan kelselpakatan belrsama mellalui 

meldiatolr yang belrsikap neltral, dan tidak melmbuat kelputusan atau kelsimpulan bagi 

para pihak teltapi melnunjang fasilitatolr untuk telrlaksananya dialo lg antar pihak 

delngan suasana keltelrbukaan, keljujuran, dan tukar pelndapat untuk telrcapainya 

mufakat. 22 

d. Kolnsiliasi 

Ko lnsiliasi melrupakan lanjutan dari meldiasi. Meldiatolr belrubah fungsi melnjadi 

kolnsiliatolr. Dalam hal ini ko lnsiliatolr melnjalankan fungsi yang lelbih aktif dalam 

                                                             
20 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,(Jakarta, Prenada Media, 

2009), hal. 21 
21 Nurnaningsih Amriani, Op.Cit, hal. 23 
22 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hal. 21 
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melncari belntuk-belntuk pelnyellelsaian selngkelta dan melnawarkannya kelpada para 

pihak. Jika para pihak dapat melnyeltujui, so llusi yang dibuat kolnsiliatolr akan 

melnjadi relso llutio ln. Kelselpakatan yang telrjadi belrsifat final dan melngikat para 

pihak. Apabila pihak yang belrselngkelta tidak mampu melrumuskan suatu 

kelselpakatan dan pihak keltiga melngajukan usulan jalan kelluar dari selngkelta, prolsels 

ini diselbut kolnsiliasi.23 

el. Pelnilaian ahli 

Pelnilaian ahli melrupakan cara pelnyellelsaian selngkelta ollelh para pihak delngan 

melminta pelndapat atau pelnilaian ahli telrhadap pelrsellisihan yang seldang telrjadi. 

f. Pelncari fakta (fact finding) 

Pelncari fakta adalah selbuah cara pelnyellelsaian selngkelta ollelh para pihak delngan 

melminta bantuan selbuah tim yang biasanya telrdiri atas para ahli delngan jumlah 

ganjil yang melnjalankan fungsi pelnyellidikan atau pelnelmuan fakta-fakta yang 

diharapkan melmpelrjellas duduk pelrsolalan dan dapat melngakhiri selngkelta.24 

 

2.3       Tinjauan Umum Tentang Alternative Dispute Resolution 

2.3.1 Pengertian Alternative Dispute Resolution 

             Altelrnativel Disputel Relsollutioln (ADR) atau altelrnatif pelnyellelsaian 

selngkelta (APS) melrupakan istilah yang pelrtama kali dimunculkan di Amelrika 

Selrikat. Ko lnselp ini melrupakan jawaban atas keltidakpuasan yang muncul di 

                                                             
23 Nurnaningsih Armani, Op.Cit, hal. 34 
24 Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalaui Pendekatan Mufakat, 

Jakarta, PT. Raja Grafindo, (2011) 
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masyarakat Amelrikat Selrikat telrhadap sistelm pelngadilan melrelka.25 Keltidak puasan 

telrselbut belrsumbelr pada pelrsolalan waktu yang sangat lama dan biaya mahal, selrta 

diragukan kelmampuannya melnyellelsaikan selcara melmuaskan. Pelnyellelsaian 

selngkelta altelrnatif (ADR) melngacu pada selrangkaian praktik dan telknik yang 

belrtujuan untuk melmbelrikan izin pelnyellelsaian selngkelta hukum di luar pelngadilan. 

Biasanya dianggap melncakup meldiasi, arbitrasel, dan belrbagai pro lsels “hibrida” 

dimana pihak neltral melmfasilitasi pelnyellelsaian selngkelta hukum tanpa kelputusan 

fo lrmal. Altelrnatif-altelrnatif telrhadap ajudikasi ini dianjurkan belrdasarkan belrbagai 

alasan. Manfaat poltelnsial dikatakan melncakup pelngurangan biaya transaksi 

pelnyellelsaian selngkelta karelna Prolsels ADR mungkin lelbih murah dan lelbih celpat 

dibandingkan pro lsels pelradilan biasa, pelnciptaan relsollusi yang lelbih selsuai delngan 

kelpelntingan dan kelbutuhan para pihak, dan melningkatkan kelpatuhan elx polst 

keltelntuan relso llusi. Pada intinya ADR/APS dikelmbangkan o llelh praktisi hukum 

maupun pada akadelmisi selbagai cara pelnye llelsaian selngkelta yang lelbih melmiliki 

aksels keladilan. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution 

            Telrdapat  selujumlah  mo ldell  pelnyellelsaian selngkelta dalam  ko lnselp  ADR. 

Moldell-mo ldell telrselbut dipelrutukkan selsuai delngan jelnis dan karaktelristik selngkelta, 

baik dari selgi substansi selngkelta dan selgi keltelrlibatan pihak lain. 

Nelgolsiasi 

                                                             
25 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya 

Bakti, (Bandung, 2003), hal. 4 
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Nelgolsiasi  melrupakan  belntuk  ADR  yang  paling  melndasar.  Prolse ls  

nelgo lsiasi dilakukan ollelh para pihak mellalui diskusi untuk melncari suatu 

kelselpakatan belrsama,tanpa mellibatkan pihak keltiga yang neltral.26 Prolsels 

nelgo lsiasi dibangun o llelh para pihak delngan saling  melnawarkan  

kelpelntingan  melrelka  masing-masing,baik  kelpelntingan individu  ataupun  

kello lmpo lk.27Telknik  selpelrti  kolmpeltitif,  kololpelratif,  lunak,  kelras  dan 

intelrselrt baseldadalah stratelgi untuk melncapai kelselpakatan adantara keldua 

bellah pihak dalam   melngo lsiakan  kelpelntingan   melrelka28. Selkalipun   

nelgo lsiasi   hanyamellibatkan pihak  yang  belrselngkelta,  dalam  keladaan  

telrtelntu  jugapelrlu mellibatkan  pihak  keltiga selbagai pelngelmban   amanah   

atau   pelnelrima   kuasa. Keldua   mo ldell   nelgolsiasi   bisa dilakukan  langsung  

ollelh  para  pihak  yang  belrselngkelta  dan  juga  dapat  diwakilkan kelpada 

olrang lain selbagai nelgo lsiatolr yang ditunjuk. 

       Ko lnsultasi 

Ko lnsultasi selbagaimana dije llaskan dalam kamus Black’s Law Dictiolnelry, 

selbuah tindakan  ko lnsultasi  atau  pelrundingan  selpelrti  pasieln  delngan  dolktelr, 

klieln delngan pelngacara.    Gunawan    Widjaya    dan    Ahmad    Yani    

melndelfinisikan    kolnsultasi belrdasarkan  pelmahaman  melrelka  dari  pelngeltian  

yang  dijellaskan  dalam Black’s  law Dictiolnelry, yaitu  suatu  tindakan  yang  

                                                             
26 Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005) 
27 Muhammad Azwar, ‘Prospek Penerapan Online Dispute Resolution Dalam Upaya 

Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia,’ Media Juris2, No. 2 (2019): 179–196, https://E-

Journal.Unair.Ac.Id/MI/Article/View/13912 
28 Suyud Margono, ADR: Alternative Dispute Resolution Dan Arbritase Proses 

Pelembagaan Dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) 
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belrsifat  pelrsolnal  antara  suatu  pihak  telrtelntu yang diselbut ”klieln” delngan 

pihak lain ”ko lnsultan” untuk melmbelrikan pelndapatnya dalam melmelnuhi 

kelbutuhan klie ln.29 Makna ko lnsultasi selpelrti dikelmukakan di atas melnunjukkan 

bahwa ko lnsultasi adalah    diskusi    yang    dilakukan    o llelh    selselo lrang    

delngan    pihak    lain melmiliki pelmahaman, kelmampuan   selcara   ilmiah   

telrhadap   pelrso lalan   yang   melnjadi o lbjelk pelrsellisihan guna  dicarikan so llusi  

telrhadap  pelrsolalan  yang  dimilikinya.  Sollusi  yang dibelrikan  ollelh  kolnsultan  

sifatnya  tidak  melngikat,  telrgantung  kelpada  klieln  selndiri dalam melngambil 

kelputusan. 

Ko lnsiliasi 

Selcara bahasa, kolnsiliasi belrarti pelrdamaian atau upaya pelnyellelsaian selngkelta 

delngan    cara    pelrsahabatan.    Biasanya    pelnyellelsaian    selngkelta    delngan    

kolnsiliasi dilakukan  seltellah  pro lsels  nelgo lsiasi  tidak melnelmukan so llusi,  

selhingga  melnye lbabkan ko lnsiliasi    selring    diartikan    delngan    meldiasi. 

Ko lnsiliasi    melngacu    pada    pro lsels pelnyellelsaian   selngkelta   selcara  ko lnselnsus   

antar   pihak,   adapun   pihak   neltral  dapat belrpelran  selcara  aktif  maupun  

tidak  aktif.  Pihak-pihak belrselngkelta  harus  melnyatakan pelrseltujuan   atas   

usulan   pihak   keltiga   dan   melnjadikannya   selbagai   kelselpakatan pelnyellelsaian 

selngkelta.30 Belrpijak pada  pelmahaman  kolnsiliasi  nampaknya  ko lnsiliasi  

melrupakan  induk dari  meltoldel  pelnyellelsaian  selngkelta  mellalui  po lla  ADR,  

                                                             
29 Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum 

Arbitrase(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 94 
30 Suyud Margono., Op. Cit  
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dimana  meldiasi,  arbitrasel  dan adjudikasi  bisa  dikatakan  bagian  dari  

kolnsiliasi. Jika  dicelrmati lelbih lanjut,kolnsiliasi melmiliki  mo ldell  telrselndiri 

dibangikan  delngan me ldiasi,  fasilitasi  dan  arbitrasel.  Akan teltapi  seljauh  yang  

pelnulis  tellusuri  telolri  ko lnsiliasi  tidak  melnjellaskan  selcara  panjang lelbar  

telntang  telknis  pellaksanaannya  selbagaimana  yang  telrdapat  dalam  telolri  ADR 

lainnya. Selpelrti  diuraikan ollelh  W.E l.  Simkin,  melnurut  pelnulis  kolnsiliasi  

melrupakan upaya  yang  dilakukan  untuk  melnghambat  atau  melmbatalkan  

pelnyellelsaian  selngkelta mellalui   jalur litigasi,   selhingga   kolnsiliasi   bisa   

dikatakan   bagian   dari   ADR   yang melmbawahi  elmpat  telolri  lainnya,yaitu  

meldiasi,  fasilitasi,  arbitrasi  dan  adjudikasi. Delngan kata lain,ko lnsiliasi 

melnjadi payung bagi elmpat mo ldell pelnyellelsaian selngkelta di luar 

pelngadilandelngan mellibatkan pihak keltiga dalam polsisi neltral.Selmelntara dua 

mo ldell yang tellah pelnulis uraikan di atas bisa dikatakan belntuk pelnye llelsaian 

selngkelta yang   tidak   mellibatkan   pihak   keltiga   atau   keltelrlibatan   pihak   

keltiga,   teltapitidak belrpelngaruh kuat telrhadap prolsels pelnyellelsaian selngkelta. 

        Meldiasi 

Meldiasi adalah selbuah prolsels pelnyellelsaian selngkelta delngan mellibatkan pihak 

keltiga   yang   belrsifat   neltral (meldiatolr).   Keltelrlibatan   pihak   keltiga   

belrdasarkan kelselpakatan  antara  para  pihak.  Keldudukan  meldiatolr hanya  

selbagai  pihak  yang melmfasilitasi  dan  melrancang  selbuah  diskusi  antara  

para  pihak,  dimana  para  pihak selndiri   yang   melmbuat   kelputusan.   

Selmelntara   selolrang   meldiatolr   tidak melmiliki welwelnang  untuk  melmbelrikan  

kelsimpulan  atau  kelpastian  hukum,  bahkan  ia  tidak melmiliki welwelnang 
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untuk melnawarkan selbuah relso llusi, telrmasuk melmaksakan suatu kelputusan  

pada para  pihak.31 Kelputusan  yang  diambil  belrdasarkan  kelselpatan sifatnya 

tidak  melngikat jika pelnyellelsaian ditelmpuh  mellalui  mo ldell meldiasi di  luar  

lelmbaga pelradilan nelgara. Belrbelda halnya jika meldiasi dilakukan selbagai 

upaya kolnsiliasi saat prolsels pelradilan, maka kelputusannya belrsifat melngikat 

para pihak. 

                Fasilitasi 

Fasilitasi   melrupakan   keltelrampilan   dalam   prolsels   pelnye llelsaian   selngkelta, 

dimana  fasilitatolr  belrusaha  mellakukan  kolmunikasi  delngan  pihak  yang  

belrselngkelta selbagai  upaya  melmbangun  dialolg  untuk  melnje lmbatani  

pelrbeldaan  melrelka.  Di  sini pelrtelmuan  dan  dialo lg  telrcipta  karelna  belrbagai  

kolmunikasi,  pelrsiapan  dan  aktifitas selbellum,  selsudah  dan  sellama  dialo lg,  

selhingga  para  pihak  melmpelrcayai  prolsels  yang ditawarkan  ollelh  fasilitatolr,  

karelna  itu  fasilitasi  melrupakan  instrumeln  yang  akan melmbantu prolse ls 

dialo lg.32 Fasilitasi  belrtujuan  melnciptakan  kelselpahaman  belrsama  antara  para  

pihak yang    belrselngkelta,    yang    pada    akhirnya    melndo lrolng    melrelka 

untuk melncapai kelselpakatan selkaligus melnghilangkan atau  melngakhiri  

pelrselngkeltaan  atau  kolnflik. Fasilitatolr  bisa  belrbelntuk  individu  atau  lelmbaga  

yang  melngko lnselntrasikan  diri  pada bidang  melnyellelsaikan  selngkelta,  ia  harus  

melngeltahui  pelran  dan  stratelgi  yang  harus ditelrapkan sellama pro lsels fasilitasi 

                                                             
31 Takdir Rahmadi., Op. Cit 
32 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum 

Nasional. Kencana Prenada Group. Jakarta (2009) 
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belrlangsung.33 Pelrbeldaan  dari  kellima  telolri  ADR  di  atas  telrleltak  pada  pelrlu  

tidaknya  alat bukti  untuk  melyakinkan  para  pihak  dan  pihak  keltiga dalam  

melnyellelsaikan  selngkelta. Telolri meldiasi dan fasilitasi tidak sellalu  

melmbutuhkan  bukti-bukti. Belrbelda  halnya delngan fasilitasi melmelrlukan 

pelmbuktian. 

 

2.3.3  Dampak Insentif Alternative Dispute Resolution dalam Sistem 

Penyelesaian Sengketa 

            Belbelrapa co lntolh gabungan melnunjukkan bahwa sistelm pelnyellelsaian 

selngkelta selring kali  mellibatkan  kelmungkinan  melnghubungkan  belbelrapa 

prolseldur  yang belrbelda. Keltika para pihak  belrnelgolsiasi  melngelnai pelnyellelsaian 

selngkelta hukum (baik dibantu ollelh meldiatolr atau tidak), melrelka biasanya 

mellakukannya di bawah bayang-bayang  pihak lain prolsels selpelrti ajudikasi atau 

arbitrasel  yang pada akhirnya dapat melmaksakan suatu relsollusi. Belrbagai belntuk 

meldiasi dan arbitrasel kini telrkadang telrtanam dalam belntuk fo lrmal siste lm 

ajudikasi. Baik atas pelrseltujuan para pihak maupun karelna paksaan undang-

undang, itu  adalah pro lseldur selring kali belrurutan pihak-pihak pelrtama-tama dapat 

belrnelgo lsiasi selndiri dan kelmudian wajib mellakukan  meldiasi selbellum  kasus diadili 

atau diarbitrasel. Delngan kata lain, belrbagai pro lseldur dapat digunakan belrsamaan 

delngan masing-masing prolseldur lainnya.  

                                                             
33 Marc Galanter, ‘Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering and Indegenous 

Law,’ Journal of Legal Pluralism, No. 19 (1981) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Tabel  

Waktu penelitian 

 

 

No 

 

 

Kegiatan 

Bulan Ket. 

Sept- 

Okt 

2023 

Nov- 

Des 

2023 

Jan 

2024 

Feb- 

Mar 

2024 

Apr- 

Mei 

2024 

Mei- 

Juni 

2024 

Juli- 

Agust 

2024 

Sept 

2024 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Pelngajuan Judul                                  

 
2 

Pelnulisan Prolpolsal 

dan Bimbingan 

Prolpolsal 

                                 

3 Selminar Prolpolsal                                  

4 

Pelnulisan dan 

Bimbingan 

Skripsi 

                                 

5 Selminar Hasil                                  

6 
Pelngajuan Belrkas 

Melja Hijau 

                                 

7 Melja Hijau                                  

 

3.1.2 Tempat Penelitian  

           Lolkasi pelnellitian adalah telmpat atau daelrah yang dipilih selbagai telmpat 

pelngumpulan data dilapangan untuk melnelmukan jawaban atas masalah yang 

ditelliti. 34 

                                                             
34 Ambis, ‘Deskripsi Lokasi Penelitian: Pengertian dan Cara Menulis’, 

https://Www.Duniakampus.Com/2023/07/31/Deskripsi-Lokasi-Penelitian/(Dikutip, 16 Desember 

2023) 
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      Telmpat pelnellitian yang diambil dalam pelnulisan prolpolsal ini dilakukan di 

Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu (BPN) yang belr-alamat di jalan JI. W. 

R. Supratman, Rantauprapat, Kelc. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Sumatelra 

Utara. 

 

3.2   Metodologi Penelitian 

 

3.2.1  Jenis Penelitian 

 

           Jelnis pelnellitian yang digunakan ollelh pelnulis dalam melnelliti  pelrmasalahan 

pada pelnellitian ini adalah pelnellitian yuridis no lrmatif. Pelnellitian no lrmatif adalah 

suatu prolsels untuk melnelmukan aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

dolktrin-do lktrin hukum guna melnjawab isu hukum yang dihadapi.35 Pelnellitian 

no lrmatif tidak pelrlu dimulai delngan hipo ltelsis, ollelh karelnanya istilah variabell belbas 

dan variabell telrikat tidak dikelnal di dalam pelnellitian no lrmatif. Pelnellitian ini 

melrupakan pelnellitian yuridis no lrmatif dikarelnakan pelnelliti akan mellakukan analisa 

telntang Pelran Kantolr Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) dalam melnyellelsaikan 

selrtifikat ganda (Olvelrlapping) mellalui Altelrnativel Disputel Relsollutioln. 

 

3.2.2  Jenis Data 

Jelnis Data yang digunakan dalam pelnulisan prolpolsal ini ialah melnggunakan 

data primelr dan data selkundelr.  

                                                             
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35 
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1. Data primelr adalah data yang langsung diambil dari sumbelr data pelrtama di 

lo lkasi pelnellitian atau olbjelk pelnellitian. data primelr melrupakan data asli yang 

dikumpulkan selndiri o llelh pelnelliti untuk melnjawab masalah pelnellitiannya 

selcara khusus. Pelngumpulan data primelr atau data utama dalam pelnellitian ini 

dilakukan delngan wawancara selcara langsung delngan pihak-pihak yang 

belrhubungan delngan pelnellitian yang dilakukan yaitu delngan pihak kantolr 

pelrtanahan kabupateln labuhanbatu. 

2. Data Selkundelr 

Data selkundelr adalah data yang dipelrollelh mellalui studi pustaka (library 

relselarch) belrupa bahan hukum primelr, bahan hukum selkundelr, selrta bahan 

hukum telrsielr. Bahan hukum primelr telrdiri dari pelraturan pelrundang-undangan 

yang belrkaitan delngan pelrmasalahan yang ada dalam pelnellitian ini yaitu : 

a. Undang-undang No lmo lr 5 Tahun 1960 telntang Undang-undang Polkolk 

Agraria(UUPA) 

b. Pelraturan  Pelmelrintah  No lmo lr  24  Tahun  1997  yang  melnyelmpurnakan 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmo lr 10 Tahun 1961 

c. Undang-undang Nolmo lr 30 Tahun 1999 telntang Arbitrasel dan Altelrnatif 

Pelnyellelsaian Selngkelta   

  Bahan hukum selkundelr yaitu bahan hukum yang elrat hubungannya delngan 

bahan hukum prime lr, selpelrti buku-buku dan dolktrin hukum. Untuk bahan 

hukum telrsielr yang fungsinya mellelngkapi bahan hukum primelr dan bahan 
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hukum selkundelr agar dapat melnjadi lelbih jellas, selpelrti kamus, elnsiklo lpeldia, 

indelks, dan selbagainya.       

3.2.3   Teknik Pengumpulan Data 

            Prolseldur pelngumpulan data yang dilakukan dalam pelnellitian ini adalah 

studi Pustaka (library Relselarch) dan studi lapangan (fielld Relselarch). Studi Pustaka 

(library Relselarch) dilakukan delngan melnellaah dan melngutip dari bahan-bahan 

litelratur dan pelraturan pelrundang-undangan yang belrkaitan delngan bahasan. Studi 

lapangan (fielld Relselarch) dilakukan untuk melndapatkan data primelr delngan 

wawancara langsung selcara telrsrtuktur di Kantolr Badan Pelrtanahan Nasio lnal 

(BPN) Labuhanbatu yang belralamat di Jalan Abdul Aziz No l.3, Rantauprapat, 

Kellurahan Padang Matinggi, Kelcamatan Rantau Utara. delngan melnggunakan 

peldolman wawancara yang tellah pelnulis siapkan,  

3.2.4 Analisis Data 

           Seltellah selmua data yang dibutuhkan dipelrollelh, maka dilakukan analisis 

data. Analisis data dilakukan delngan melnggunakan analisis kualitatif, yaitu 

melnganalisis data selsuai pelruntukannya selcara sistelmatis dan lo lgis, selhingga 

melmpelro llelh keljellasan dalam melnjawab pelrmasalahan untuk melndapatkan 

kelsimpulan yang belrsifat ilmiah.Kelsimpulan dalam pelnellitian ini adalah 

kelsimpulan yang delduktif yaitu kelsimpulan yang diambil belrdasarkan pelnjellasan-

pelnjellasan yang belrsifat umum hingga melndapatkan kelsimpulan yang khusus 

dalam melnjawab pelrmasalahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Pelran Badan Pelrtanahan Nasiolnal dalam pelnyellelsaian selngkelta tumpang tindih tapal 

batas mellalui melkanismel Altelrnativel Disputel Relsollutioln di kantolr pelrtanahan 

kabupateln labuhanbatu dimulai dari melnelrima pelngaduan dari masyarakat telntang 

adanya selngkelta tapal batas yang dialami, kelmudian mellakukan pelngumpulan data atas 

selngkelta telrselbut dan melnganalisis selngkelta, selrta melngkaji dan mellakukan 

pelmelriksaan lapangan, kelmudian melnelrbitkan kelputusan pelnyellelsaian selngkelta 

belrupa Kelputusan Pelmbatalan Hak atau Kelputusan Pelmbatalan Selrtipikat apabila 

telrbukti telrdapat cacat adminstrasi dan BPN juga belrpelran selbagai meldiasi kelpada para 

pihak yang belrselngkelta, Meldiatolr Selbagai wadah infolrmasi antara para pihak, maka 

meldiatolr akan melmpunyai lelbih banyak infolrmasi melngelnai selngkelta dan pelrsolalan-

pelrsolalan dibandingkan para pihak dan akan mampu melnelntukan apakah telrdapat 

dasar-dasar bagi telrwujudnya suatu kelselpakatan 

2. Upaya Badan Pelrtanahan Nasio lnal dalam pelnyellelsain selngkelta tumpang tindih 

tapal batas tanah di kantolr pelrtanahan kabupateln labuhanbatu ialah mellalui 

Upaya hukum No ln-litigasi, BPN melnggunakan Meldiasi untuk melngatasi 

selngkelta tumpang tindih tapal batas yang telrjadi, prolseldur pelnyellelsaian 

selngkelta pelrtanahan mellalui melkanismel meldiasi ollelh BPN dimulai adanya 

Pihak pelnggugat mellapo lrkan gugatannya dikantolr BPN. Telrhadap lapo lran 

telrselbut Selksi bagian tata usaha lalu melmbuat surat relkolmelndasi yang di 

tujukan kelpada selksi selngkelta, kolnflik dan pelrkara guna di tanganinya 

pelrmasalahan. Kelmudian Selksi selngkelta, kolnflik dan pelrkara melmbuat surat 
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pelmanggilan kelpada para pihak yang belrselngkelta guna diadakannya nelgo lsiasi 

nelgo lsiasi untuk melncapai titik telmu kelselpakatan. Seltellah adanya kelselpakatan 

dari para pihak untuk dilaksanakannya pelnyellelsaian masalah mellalui lelmbaga 

meldiasi maka selksi selngkelta, kolnflik dan pelrkara melmbuat suatu belrita acara 

guna dilaksanakan meldiasi. Seltellah dibuatnya Belrita Acara maka pihak 

meldiatolr dalam hal ini adalah BPN akan melngadakan meldiasi delngan keldua 

bellah pihak yang seldang belrselngkelta guna melndapatkan putusan yang saling 

melnguntungkan dari keldua bellah pihak. Apabila keldua bellah pihak yang 

belrselngkelta selpakat delngan putusan yang dibelrikan o llelh selo lrang meldiatolr, 

maka putusan telrselbut akan ditindaklanjuti. Adapun pelnindaklanjutan putusan 

telrselbut delngan pelrbuatan-pelrbuatan administrasi yaitu pelnyellelsaian selngkelta 

itu selndiri 

B. SARAN 

Belrdasarkan dari hasil wawancara delngan pihak Kantolr Pelrtanahan 

Kabupateln Labuhanbatu telrhadap selngkelta tumpa tindih di wilayah kabupate ln 

labuhanbatu saran yang dapat dibelrikan selbagai belrikut: 

1. Pihak dari Kantolr Pelrtahanan Kabupateln Labuhanbatu harus  sellalu so lsialisasi 

prihal pelrtanahan kelpada selluruh Lelmbaga yang belrada diwilayah labuhanbatu 

agar melningkatkan kelsadaran masyarakat untuk melngeltahui telntang asal usul 

tanah yang dimiliki. Sellain itu pihak dari Kantolr Pelrtahanan Kabupateln 

Labuhanbatu harus melnghimbau kelpada selluruh Masyarakat yang belrada di 

wilayah Labuhanbatu untuk melmpelriksa surat tanah yang belrada delngan 

melrelka untuk melngelcelk kelabsahan dari surat telrselbut, selhingga jika telrjadi 
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kelsalahan dari surat yang ada maka pihak dari Kantolr Pelrtanahan bisa langsung 

melnindak lanjuti agar tidak telrjadi selngkelta tanah tumpelng tindih telrselbut. 

2. Pelmelrintah pusat Badan Pelrtanahan Nelgara harus bisa melnelgaskan pelraturan 

pelr Undang-undangan yang ada kelpada Masyarakat luas agar para Masyarakat 

patuh telrhadap Undang-Undang dan mau belrbo lndo lng-bo lndo lng untuk 

melngelcelk surat yang ada kelpada Badan Pelrtanahan Nelgara wilayah selluruh 

Indo lnelsia agar bisa melnghindari pelrmasalahan pelrtanahan. 
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     LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Wawancara :  

 

Pertanyaan 1: Selamat Siang Pak, mohon maaf sebelumnya nya Pak, apakah 

kehadiran saya mengganngu Pak? 

Info lrman: sellamat siang juga, tidak melngganggu kolk, gimana nak, ada yang bisa 

saya bantu? 

Pertanyaan 2: jadi begini pak, saya ingin bertanya mengenai, Bagaimana 

sengketa tumpang tindih tapal batas dapat terjadi? 

Info lrman: Tumpang Tindih Tapal Batas melrupakan selngkelta yang timbul akibat 

dari kurang kuatnya hubungan antara kello lmpo lk Masyarakat, colntolh sumbelr kolnflik 

batas delsa yang paling selring telrjadi adalah tumpelng tindih kelpelmilikan atau 

pelngunaan lahan pelrtanian antara delsa (ladang,sawah atau kelbun). Sumbelr kolnflik 

lainnya adalah sumbelr daya alam yang belrnilai tinggi selpelrti sarang burung atau 

gaharu. Karelna melngharapkan keluntungan yang belsar dari pelmanfaatan sumbe lr 

daya alam (misalnya, ganti rugi tanah atau felel) masing-masing pihak belrusaha 

untuk melngubah kelselpakatan leltak Batas delsa selsuai delngan kelpelntingannya 

masing-masing. Bisa juga delngan melmanfaatkan keltidak tahuan dari delsa teltangga. 

Misalnya selbuah delsa melndaftarkan batas delsa nya kel Kabupateln. Melstinya pihak 

Kabupateln harus telrlelbih dahulu melnanyakan kelselpakatan batas delngan delsa 

teltangga kelpada delsa yang akan melngajukan batas delsanya. Pada kelnyataannya 

selring lupa atau melmang pihak yang belrkelpelntingan "kurang" melnguasai 

pelrsolalan. Delngan delmikian batas delsa jadi lelgal teltapi selbelnarnya "cacat" selcara 

hukum. 

Pertanyaan 3 : baik pak, selanjutnya, Bagaimana prosedur penyelesaian 

Sengketa Tanah melalui Mekanisme Mediasi oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Labuhanbatu? 

Info lrman: prolseldur pelnyelle lsaian selngkelta tanah mellalui melkanismel meldiasi 

diawali delngan adanya pelngaduan dari masyarakat telntang selngkelt yang dialami, 

kelmudian inisiatif bpn dikarelnakan melnelmukan data fisik yang telrindikasi tumpang 

tindih, seltellah itu bpn melnyurati para pihak yang belrdelbat yaitu pihak selksi bagian 

tata usaha melmbuat surat relkolmelndasi yang ditunjukan kelpada selsi selngkelta agar 

ditanganinya pelrmasalahan telrselbut, kelmudian selksi selngkelta melmbuat surat 

pelmanggilan dan melngundang para pihak yang belrselngkelta selcara patut selbanyak 

2 kali, guna diadakannya nelgo lsiasi untuk melncapai titik telmu kelselpakatan. seltellah 

adanya kelselpakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya meldiasi, hasil meldiasi 

dituangkan dalam belntuk belrita acara meldiasi yang belrisi kelselpakatan dan tindak 

lanjut, seltellah dibuatnya belrita acara maka pihak meldiatolr akan melngadakan 

meldiasi delngan keldua bellah pihak yang seldang belrselngkelta guna melndapatkan 
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kelselpakatan yang saling melnguntungkan keldua bellah pihak. dari hasil hasil meldiasi 

telrselbut dapat melmbuka kelmungkinan para pihak tidak belrselpakat ataupun para 

pihak melnelmukan kata mufakat. apabila para pihak tidak belrselpakat pelnelnganan 

meldiasi dinyatakan ditutup, apabila para pihak melnelmukan kata mufakat maka 

selngkelta akan ditindak lanjutin delngan akta pelrdamaian, bahwa akta pelrdamaian 

yang dibuat yang sellanjutnya didaftarkan di pelngadilan nelgri seltelmpat dolkume ln 

itu dipelrsamakan delngan putusan yang belrkelkuatan hukum teltap (inkra). 

Pertanyaan 4: baik Pak, selanjutnya, Berapa Banyak angka Laporan 

Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tapal Batas di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu 

Info lrman: Tahun 2018 kita tidak melmiliki selngkelta yang belrkaitan delngan hal 

telrselbut, seldangkan pada 2019 telrdapat 1 selngkelta yang telrsellelsaikan mellalui 

meldiasi dan satunya lagi mellalui pelngadilan, pada 2020 telrdapat 1 selngkelta yang 

telrsellelsaikan mellalui jalur meldiasi, pada tahun 2021 telrdapat 3 selngkelta yang 

telrsellelsaikan mellalui jalur meldiasi, pada tahun 2022 telrdapat 2 selngkelta yang 

telrsellelsaikan mellalui jalur meldiasi dan 1 mellalui pelngadilan, pada tahun 2023 

telrdapat 2 selngkelta yang telrsellelsaikan mellalui meldiasi dan 1 mellalui pelngadilan 

Pertanyaan 5: baik pak, selanjutnya saya ingin bertanya pak apa saja faktor 

penghambat internal dan faktor penghambat eksternal yang ada dalam 

penyelesaian sengketa tanah tumpang tindih tapal batas di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Labuhanbatu dan bagaimana Upaya yang dapat dilakukan oleh 

pihak bpn? 

Info lrman: kurangnya data atau tidak ditelmukannya data  dolkumeln yang 

belrhubungan delngan selngkelta telrselbut, Sumbelr Daya Manusia (SDM) baik dari 

selgi kuantitas maupun dari selgi kualitas dalam Selksi pelnanganan selngkelta dan 

pelrkara yang harus mellakukan pro lsels meldiasi delngan jumlah Sumbelr Daya 

Manusia (SDM) yang telrbatas dan belrpindah tugas dari kantolr selhingga 

melmpelrsulit pelnanganan selngkelta delngan waktu 30 hari, walaupun kantolr masih 

bisa melnanganinya namun hal telrselbut dapat melmpelrsulit pelnaganan selngkelta 

selhingga melmbuat meldiatolr melrasa kuwalahan. 

Untuk melngatasi hal telrselbut dilakukan upaya-upaya yaitu: 

-Melningkatkan kuantitas / jumlah telnaga kelrja, agar jika selwaku-waktu meldiatolr 

harus melnangani pelnanganan selngkelta dan pelrkata yang harus di lakukan delngan 

prolsels meldiasi delngan jumlah banyak, maka meldiatolr tidak melrasa kuwalahan lagi. 

-Melningkatkan kualitas telnaga kelrja delngan melngirimkan pellatihan kelpada telnaga 

kelrja untuk diklat meldiasi, untuk melndapatkan selrtifikat meldiatolr. 

Seldangkan factolr pelnghambat elkstelrnalnya yaitu Masalah kelsadaran masyarakat 

untuk melngeltahui telntang asal usul tanah sangat minim selkali. Hal ini dikarelnakan 
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info lrmasi dan sarana telntang administrasi pelrtanahan yang jauh dari melmadai. 

Banyak masyarakat yang tidak melmpelrdulikan atau tidak mau melmpro lsels selngkelta 

tanah. Karelna masalah selngkelta tanah dapat melnjadi pelrmasalahan yang akan 

datang walaupun hanya Selbagian luas tanah saja teltapi masyarakat tanpa melnyadari 

akan belrtambahnya luas tanah yang dicuri melskipun masyarakat melmbiarkan saja. 

Pelmilik Tanah Kurang melrawat dan melmellihara patolk tanda batas tanah 

Relndahnya tingkat partisipasi pihak yang belrselngkelta dikarelnakan kelsibukan 

masing-masing    yang tidak dapat ditinggalkan dan dalam jangka waktu yang lama 

delngan delmikian para pihak elnggan melrasa disita waktunya delngan adanya 

kelsibukan masing-masing yang dimiliki o llelh partisipasi pihak yang belrselngkelta. 

Adanya pihak yang belritikad tidak baik, biasanya melmanfaatkan pro lsels meldiasi ini 

untuk melngulur ulur waktu pelnye llelsaian selngkelta. Tidak kololpelratif dalam prolsels 

pelnyellelsaian selngkelta mellalui pro lsels meldiasi ini Sollusi / upaya jalan kelluar telntang 

kelsadaran masyarakat telrhadap pelnanganan selngkelta mellalui prolsels meldiasi ini 

sangat minim, maka Badan Pelrtanahan Nasio lnal (BPN) Kabupateln selmarang 

melngatasi hal telrselbut delngan mellakukan upaya-upaya yaitu:  

-Di seltiap kelselmpatan pada suatu folrum dilakukan so lsialisai telntang meldiasi agar 

masyarakat / pihak yang belrselngkelta lelbih melngelrti telntang pelrkara yang seldang 

di jalanani delngan pro lsels meldiasi ini.  

-Pelrlu adanya so lsialisasi o llelh Kantolr Pelrtanahan atau pihak-pihak telrkait 

melngelnani telntang prolseldur pelndaftaran tanah, selbab akibat telrjadinya selngkelta 

tanah selrta hal lain yang belrkaitan telntang pelrtanahan telrutama di Kabupate ln 

Labuhanbatu 

-Selrta pelrlu dibelrikan pelmahaman telntang pelntingnya meldiasi, agar dikelmudian 

hari tidak muncul masalah atau kolnflik delngan pelmilik-pelmilik tanah dikanan kiri 

atau delpan bellakangnya. 

- Meldiatolr harus mampu melmpelngaruhi keldua bellah pihak yang belrselngkelta untuk 

saling melreldam elgo l masing-masing dan dapat melngelndalikan elmo lsi, agar tidak 

timbul pelrsellisihan dari keldua bellah pihak. 

-Meldiatolr harus belrsikap adil pada keldua bellah pihak yang belrselngkelta, meldiatolr 

disini melmpo lsisikan keldua bellah pihak telrselbut sama dan seldelrajat artinya tidak 

ada yang salah dan disalahkan. 

-Meldiatolr juga akan melmbantu para pihak untuk melnganalisis altelrnatif-altelrnatif 

untuk melme lcahkan pelrmasalahan yang ada. 

-Meldiatolr sangat tidak melmpunyai kelwelnangan untuk melmbuat kelputusan sellama 

prolsels pelrundingan belrlangsurig 

-Tidak dipelrbo llelhkan adanya campur tangan dari pihak luar selpelrti pelngacara 

pihak, karelna dikhawatirkan delngan adanya keltelrlibatan kuasa hukum ini akan 
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melmpelngaruhi jalannya prolsels meldiasi tidak belrjalan delngan baik, karelna selo lrang 

pelngacara melmiliki kelpelntingan telrselndiri untuk melmbella klieln nya di tingkat 

pelngadilan. 

 

-Meldiatolr melmbelri pelmahaman bahwa disini belrtugas untuk melmbantu para pihak 

untuk melnyadari bahwa selngkelta bukan selbuah pelrtarungan untuk dimelnangkan, 

teltapi untuk diselle lsaikan 

Pertanyaan 6: baik pak, selanjutnya saya ingin bertanya pak, apa yang pihak 

bpn lakukan apabila upaya mediasi yang telah dilakukan tidak membuahkan 

kata sepakat diantara para pihak yang bersengketa? 

Info lrman: para pihak dapat mellakukan upaya hukum lain untuk melmpelrjuangkan 

hak tanah yang melrelka inginkan delngan melngajukan di pelngadilan seltelmpat. 

Teltapi jika mellakukan upaya hukum mellalui gugatan di Pelngadilan (litigasi) justru 

akan lelbih banyak melmakan waktu dan biaya. Diantara nya adalah upaya hukum 

yang dilakukan di Pelngadilan melnghasilkan putusan kalah dan melnang yang mana 

pihak yang melnang akan melndapat selluruh hak tanah yang diselngkeltakan dan yang 

kalah tidak melndapat hal apapun, waktu yang dipelrlukan dalam mellakukan upaya 

litigasi celndelrung lelbih lama karelna belrkas yang belrjumlah sangat banyak, dan 

biaya yang harus dikelluarkan juga rellatif lelbih banyak untuk melmbayar selgala 

kelpelrluan pelrsidangan dari prolsels pelmelriksaan pelrkara hingga akhir putusan 

 

LAMPIRAN 3 

CONTOH SENGKETA  

1. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu tellah melngundang pihak 

Pelmo lho ln meldiasi pada tanggal 10 Januari 2023 delngan Surat undangan Nol. 

MP.01.02/67-12.10/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 di Aula Kantolr Pelrtanahan 

Kabupateln Labuhanbatu delngan hasil  yaitu antara lain selbagai belrikut : 

- Bahwa olrang tua Ir. H. Marapinta Harahap, M.M.,MAP melmiliki 

selbidang tanah selluas + 1 Ha yang ditanami kellapa sawit; 

- Bahwa adik Ir. H. Marapinta Harahap, M.M.,MAP yang melrawat tanah 

telrselbut; 

- Bahwa pelrmasalahan ini Ir. H. Marapinta Harahap, M.M.,MAP dimulai 

dari adanya bangunan parit dari PU kira-kira tahun 2012 yang melmbellah 

bidang tanah telrselbut; 
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- Bahwa Ir. H. Marapinta Harahap, M.M.,MAP minta diundang o lrang PU 

karelna pasti seltiap pelmbangunan yang dibangun o llelh PU pasti ada 

izinnya;  

- Bahwa luas tanah yang diklaim pihak lain selkitar + 2 M x 41 M; 

- Bahwa Ir. H. Marapinta Harahap, M.M.,MAP belrseldia untuk belrdamai 

dan tidak melngutamakan melnelmpuh jalur hukum. 

- Bahwa akan dilakukan pelninjauan lapangan telrhadap olbjelk selngkelta dan 

akan melngundang pihak telrlapo lr untuk dimintai keltelrangan; 

 

2. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu tellah melngundang pihak 

telrmo lho ln meldiasi pada tanggal 10 Januari 2023 delngan Surat undangan No l. 

MP.01.02/68-12.10/I/2023 tanggal 03 Januari 2023, yang dihadiri o llelh Saudari 

E lndang Sri Rahayu yang belrtindak untuk dan atas nama Abdi Muliawan delngan 

hasil pelrtelmuan yaitu :  

- Bahwa selbelnarnya keltiga Selrtipikat Hak Milik yang atas nama Sabrina 

Hidayana Harahap, Atan Ardinata Sirelgar adalah milik Abdi Muliawan; 

- Bahwa yang tanah o lbjelk selngkelta tidak ada yang belrbatas delngan Ir. H. 

Marapinta Harahap, MM.,M.AP. 

- Bahwa tanah telrselbut seljak dibelli o llelh Abdi Muliawan tanah telrselbut tellah 

ada parit.  

- Untuk melmastikan kelbelnarannya, diminta untuk dilakukan celk lapang 

telrhadap olbje lk yang dipelrmasalahkan o llelh Ir. H. Marapinta Harahap, 

MM.,M.AP. 

- Bahwa pihak Telrlapolr tidak melrasa melnguasai tanah milik pihak lain dan 

belrseldia untuk disellelsaikan delngan meldiasi. 

- Bahwa pihak Telrlapo lr belrseldia dilakukan pelninjauan lapangan telrhadap 

olbjelk selngkelta; 

3. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu tellah mellakukan 

pelninjauan lapangan atas olbjelk selngkelta yang dilaksanakan pada tanggal 14 

Felbruari 2023 selsuai delngan Surat Tugas Nol. 122/ST-12.10.MP.01.02/II/2023 

tanggal 14 Felbruari 2023. 

 

4. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu kelmbali melngundang pihak 

Telrmo lho ln meldiasi pada tanggal 21 Marelt 2023 delngan Surat undangan No l. 

968/UND-MP.01.02.12.10/III/2023 tanggal 14 Marelt 2023 untuk 

melnyampaikan hasil pelninjauan lapangan atas olbjelk selngkelta yaitu Selrtipikat 

Hak Milik Nol. 1648, 1639 dan 1770/Sio lldelngan dan melmbahas tindak lanjut 
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atas pelnyellelsaian pelngaduan Ir. Marapinta Harahap, M.M.MAP, namun 

undangan telrselbut tidak dihadiri o llelh Telrmo lho ln Meldiasi; 

 

5. Bahwa dari hal-hal telrselbut di atas telrhadap upaya meldiasi pelnyellelsaian 

pelngaduan Ir. Marapinta Harahap, M.M.,MAP telrhadap o lbjelk selngkelta yaitu 

Nol. 1648, 1639 atas nama dan 1770/Sio lldelngan masing-masing atas nama Abdi 

Mulyawan Harahap, disimpulkan masing-masing pihak melngklaim atas 

kelpelmilikan tanah o lbjelk selngkelta selhingga tidak ada kata selpakat untuk 

belrdamai, maka selsuai delngan Pelraturan Melntelri Agraria dan Tata Ruang / 

Badan Pelrtanahan Nasio lnal No l. 21 Tahun 2020 telntang Pelnanganan dan 

Pelnyellelsaian Kasus Pelrtanahan Pasal 44 Ayat (7) melnyatakan dalam hal 

Meldiasi tidak melnghasilkan kelselpakatan dan/atau gagal maka Kelmelntelrian, 

Kantolr Wilayah, Kantolr Pelrtanahan selsuai kelwelnangannya melngambil 

kelputusan Pelnyelle lsaian Kasus, untuk itu para pihak dipersilahkan 

menyelesaikan di luar Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atau 

menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

1. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu tellah melngundang pihak 

Pelmo lho ln meldiasi pada tanggal 14 Felbruari 2023 delngan Surat undangan No l. 

454/UND-MP.01.02.12.10/II/2023 tanggal 08 Felbruari 2023 di Aula Kantolr 

Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu delngan hasil  yaitu antara lain selbagai 

belrikut : 

- Bahwa Sollelhuddin ikut prolgram PTSL dan telrbit Selrtipikat Hak Milik Nol. 

1572/Seli Tampang atas nama Sollelhuddin; 

- Bahwa seltellah So llelhuddin mellihat hasil ukuran yang ada di selrtipikat 

telrselbut telrnyata tidak selsuai delngan alas hak; 

- Bahwa pada saat pelngukuran Sollelhuddin tidak dilibatkan, dan dilapangan 

telrdapat sisa tanah yang saat ini dikuasai o llelh jiran batas dan patolk juga 

belrubah; 

- Bahwa di atas tanah telrselbut tellah dibangun bangunan rumah ollelh jiran yang 

belrbatas tanpa ijin dari So llelhuddin; 

- Bahwa akan melngundang pihak yang belrbatas delngan Sollelhuddin yaitu atas 

nama Astuti; 

- Bahwa akan dilakukan pelninjauan lapangan telrhadap tanah olbje lk selngkelta. 

 

2. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu tellah mellakukan 

pelninjauan lapangan atas olbjelk selngkelta yang dilaksanakan pada tanggal 21 
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Marelt 2023 selsuai delngan Surat Tugas Nol. 264/ST-12.10.MP.01.02/III/2023 

tanggal 20 Marelt 2023. 

 

3. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu tellah melngundang pihak 

telrmo lho ln meldiasi yaitu Astuti pada tanggal 16 Meli 2023 delngan Surat 

undangan No l. 1498/UND-MP.01.02.12.10/V/2023 tanggal 15 Meli 2023, 

namun undangan telrselbut dihadiri yang belrsangkutan pada tanggal 29 Meli 2023 

yang dihadiri o llelh suami dari Astuti delngan hasil pelrtelmuan yaitu :  

- Bahwa Suami Astuti melnjellaskan tidak ada melngkuasai tanah milik 

Sollelhuddin; 

- Bahwa Astuti melngkuasai tanah telrselbut belrdasarkan Selrtipikat Hak Milik 

Nol. 1571/Seli Tampang;  

- Bahwa pelrmasalahan telrselbut timbul seljak Astuti melmbangun bangunan 

rumah pada bulan Juli 2022; 

- Bahwa kelluarga Astuti lelbih dahulu tinggal di Delsa Seli Tampang dan 

Sollelhuddin adalah pelnduduk yang baru datang delngan melmbelli tanah 

telrselbut, dan pada saat jual belli pelngukuran tanah milik So llelhuddin, sudah 

diselpakati masing – masing batasnya dan tellah dipasang patolk batas;  

- Bahwa pelrmasalahan ini tellah difasilitasi o llelh aparat Delsa Seli Tampang 

namun tidak ada titik telmu, dan pihak Astuti juga tellah melnawarkan ganti 

rugi namun pihak Sollelhuddin tidak melnelrima tawaran telrselbut; 

- Bahwa pihak Astuti belrseldia melmbelrikan ganti rugi hanya selbelsar Rp. 

2.000.000,- (dua juta rupiah) delngan syarat tanaman milik Sollelhuddin yang 

ada diselkitar bangunan rumah Astuti ditumbang karelna akar tamanan 

telrselbut dapat melrusak bangunan; 

- Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln akan melnyampaikan tawaran dari 

Astuti kelpada So llelhuddin untuk dimintai tanggapan atas tawaran telrselbut; 

 

4. Bahwa Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Labuhanbatu kelmbali melngundang pihak 

Sollelhuddin pada tanggal 30 Meli 2023 delngan Surat undangan No l. 1815/UND-

MP.01.02.12.10/V/2023 tanggal 29 Meli 2029, delngan hasil pelrtelmuan yaitu : 

- Bahwa Sollelhuddin tidak melnelrima jika ganti rugi yang ditawarkan pihak 

Astuti selbelsar Rp. 2.000.000,-; 

- Bahwa Sollelhuddin sudah melrasa melngalami banyak kelrugian atas 

pelrmasalahan ini, yaitu kelrugian Matelril dan immatelril selhingga melminta 

ganti rugi selbelsar Rp. 20.000.000,- dan telrhadap tanah yang 40 cm melminta 
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ganti rugi selbelsar Rp. 7.500.000,- dan rabung bangunan rumah Astuti dapat 

teltap belrdiri melle lwati tanah milik So llelhuddin; 

- Bahwa jika pihak Astuti ingin melngganti rugi atas tanah 1 meltelr, maka 

Sollelhddin bellum dapat melnelntukan belsaran ganti ruginya 

- Bahwa pihak Sollelhuddin belrseldia untuk belrdamai delngan melminta toltal 

ganti rugi selbelsar Rp. 27.500.000, selrta polho ln yang harus ditumbang harap 

diganti rugi juga. 

5. Bahwa dari hal-hal telrselbut di atas telrhadap upaya meldiasi pelnyellelsaian 

pelngaduan Safaruddin Rito lnga, S.H., yang belrtindak untuk dan atas nama 

Sollelhuddin telrhadap olbjelk selngkelta yaitu Nol. 1572/Seli Tampang, disimpulkan 

masing-masing pihak melngklaim atas kelpelmilikan tanah olbjelk selngkelta  

Melntelri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pelrtanahan Nasio lnal No l. 21 Tahun 

2020 telntang Pelnanganan dan Pelnyellelsaian Kasus Pelrtanahan Pasal 44 Ayat (7) 

melnyatakan dalam hal Meldiasi tidak melnghasilkan kelselpakatan dan/atau gagal 

maka Kelme lntelrian, Kantolr Wilayah, Kantolr Pelrtanahan selsuai kelwelnangannya 

melngambil kelputusan Pelnyellelsaian Kasus, untuk itu para pihak 
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perundang-undangan yang berlaku. 
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